
(

a

Menimbang

Mengingat

BUPATI TORA"IA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATNN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARII

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ,OSA

BUPATI TORAJA UTARA,

a. bahwa Barang Milik Daerah memiliki kedudukan dan

fungsi yang cukup penting dalam rangka mendukung
penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintahan Daerah,

sehingga harus dikelola dengan efektif;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal

30, Pasal 35 ayat (3), Pasal 54, Pasal 513, Pasal 62, Pasal

66, Pasal 72,Pasal 86, Pasal 106, Pasal 110, Pasal 120

ayat l2l, Pasal 125, Pasal 128 dan Pasal 131 ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

perlu menetapkan Tata Cara Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, prerlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peratur:rn Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja UkLra di Provinsi
Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O08 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4874);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang



Pemerintah Daerah (Lembaran Negara llepublik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) s:bagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 t:entang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 terltar,g Cipla Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara R,epublik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahurr 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ D aerah (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun j1014 Nomor 92,

Tambahan lembaran Negara Reprublik Indonesia

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O te'ntang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Drrerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 11020 Nomor 28,

Tambahan kmbaran Negara Rep,ublik Indonesia

Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo:r 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mi.lik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 l\omor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 5

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bara.ng Milik Daerah

(l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Nomor 92)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (tembaran Daerah l(abupaten Toraja
Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan l-embaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA
UTARA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksutl dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelellggaraan Urusan

Pemerintah oleh Pemerintah Daeri*r dan Dewan

Perwakilan Ratryat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dan prinsip l\legara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana climaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah liabupaten Toraja

Utara yang selanjutnya disebut DPRtt adalah lembaga
perwakilan ralryat daerah Kabupaten 'lloraja Utara yarrg

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pemh,antu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Toraja Utara.

8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli ateru diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatal dan Bel:rnja Daerah atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

9. Pengelolaan BMD adalah rangkaia:r kegiatan dan
Tindakan terhadap BMD yang meliputi perencana€rn

kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan, pembinaan, perlgawasan dan
pengendalian.

10. Pengelola BMD yang selanjutnya d.isebut Pengelola
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adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungiawab

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan

pengelolaan BMD.

11. Pejabat Penatausahaan BMD adalah kepala Perangkat

Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

12. Pengguna BMD yang selanjutnya C,isebut pengguna

barang, adalah pejabat pemegang kewenangan

pengguna BMD.

13. Kuasa pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa

Pengguna Barang adalah kepala unit l<e{a atau pejabat

yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasa€rnnya

dengan sebaik-baiknya.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Bara.ng adalah Pejabat

yang melaksanakan fungsi tata ursaha BMD pada

Pengguna Barang.

15. Pengurus BMD yang selanjutnya rlisebut Pengurus

Barang adalah pejabat dan/atau fungsional umum yang

diserahi tugas untuk mengurus baremg daerah dalam
proses pemakaian yang ada di setiap Perangkat Daerah

atau unit kerja.
16. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional

umum yang diserahi tugas mennima, menyimpan,
mengeluarkan, metausahakan BMD pada

pengguna barang.

17. Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat
RKBMD, adalah dokumen perencanaajn kebutuhan BMD

untuk periode I (satu) tahun.
18. Pengadaan adalah kegiatan urrtuk melakukan

pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.

19. Pengguna Anggaran yang selanjutrrya disingkat PA

adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan
Anggaran Perangkat Daerah.

20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selerrjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran
Perangkat Daerah.

21. Pejabat Pembuat Komitmen yang sel:rnjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenemgan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan atau melakukan
Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
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anggaran belanja daerah.

22. Penggonaar, adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pengguna atau kuasa pengguna dalam mengelola dan

menatausahakan BMD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah yang bersanglutan.
23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak

dipergunakan sesuai dengan tugas lrokok dan fungsi

Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai,

kerja sama pemanfaatan dan banguna:n serah guna atau

bangunan guna serah dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

24. Pengamanan adalah kegiatan Tindairan pengendalian

dalam pengurusan BMD dalam bentuk fisik,

administratif dan tindakan upaya hukum.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang

dilakukan agar semua BMD selalu dalam keadaan baik
dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan
berhasil guna.

26. Penilaian adalah suatu proses kegiata-n penelitian yang

selektif didasarkan pada data atau falta yang obyektif
dan relevan dengan menggunakan m,etode atau teknik
tertentu untuk memperoleh nilai baranig milik daerah.

27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD

sebagai tindak lanjut dari penghapu san dengan cara
dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan
sebagai modal Pemerintah Daerah.

28. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan
atau kegunaan BMD.

29. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari
daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna
dan/ atau kuasa pengguna barang dam/atau pengelola

barang yang berada dalam penguasaarutya.

30. Penatausahaan adalah ranglaian kegiatan yang meliputi
pencatatan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

31. Sewa adalah pemanfaatan BMD oteh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerim.a imbalan uang
tunai.

32. Pinjam pakai adalah penyerahan Pengguna Barang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerin tah Daerah atau
antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu
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tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali ke Bupati.

33. Keq'a Sama Pemanfaatan yang seLanjutrLya disingkat KSP

adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
pendapataa daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

34. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS
adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan d.an/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagurrakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya digerahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.

35. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG
adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan serelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk dideryagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang

disepakati.
36. Keda Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya

disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan

badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

37. Penjualan adalah pengalihan kepemilikem BMD kepada

pihak lain dengan menerima penggantian dalam

bentuk uang.

38. Tukar Menukar adalah pengalihan ke pemilikan BMD

yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan

Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau

antara Pemerintah Daerah dengan piherk lain, dengan

menerima penggantian utama dalam lcentuk barang,

paling sedikit dengan nilai seimbang.

39. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antar
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada
pihak lain, tanpa memperoleh penggantiar:.

40. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ad;alah pengalihan

kepemilikan BMD yang semula merupilkan kekayaan
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
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dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham

daerah pada Badan Usaha Milik Negat'a, Badan Usaha

Milik Daerah, atau badan hukum. lainnya yang

dimiliki negara.

41. Berita Acara Serah Terima yang selarg'utnya disingkat
BAST adalah suatu dokumen penting untuk mencatat

laporan pelaksanaan kegiatan serah terima, baik barang,

berkas, jabatan, uang, maupun pe{anjiem.

42. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1'ang selanjutnya
disingkat PPTK ada-lah pejabat pada U:nit Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksranakan 1 (satu)

atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai

dengan bidang tugasnya.
43. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat

KIB adalah Kartu untuk mencatat barang-barang
Inventarissecara tersendiri atau kumpulan/kolektif
dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe,
nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut,
yang diperlukan untuk inventarisasi maupun
tujuan lain.

44. Penilai Pemerintah adalah Penilai Peme rintah Pusat dan
Penilai Pemerintah Daerah.

45. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin
dari menteri keuangan untuk memberik,an jasa penilaian
sesuai dengan Standar Penilaian Indone:ria (SPI).

46. Nilai Buku adalah biaya awal aset dikurrangi akumulasi
penyusutan dan biaya penurunan nilai.

BAI' II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan BI\rtD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini urntuk:
a. terlaksananya pengelolaan BMD sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

b. terwujudnya terlib administrasi dan tata kelola untuk
pengelolaan BMD yang lebih akura.t serta dapat
dipertanggungiawabkan; dan

c. terwujudnya efisiensi dan efektilitas pengllunaan BMD.
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BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. tata cara perencanaan kebutuhan BMD;

b. tata cara pengadaan BMD;

c. tartz- cara penggunaan BMD;

d. tata cara pemanfaatan BMD;

e. tata cara tender;
f. tata cara pelaksanaan sewa;

g. tata cara pinjam pakai;

h. tata cara penyimpanan kepemilikan BMD;

i. tata cara pengamanan dan pemeliharaan BMD;

j. tata cara pemindahtanganan BMD;

k. tata cara hibah;
l. tata cara penyertaan modal;
m. tata cara pemusnahan BMD;

n. tata cara penghapusan BMD;

o. tata cara penatausahaan BMD; dan
p. tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan

BMD.

BAB IV

TATA CARA PERENCANAAN KEBUTU]:IAN BMD

Pasal 5

Lingkup perencanaan kebutuhan BMD meliputi:
a. perencanaan pengadaan BMD;

b. perencanaan pemeliharaan BMD;

c. penyusunan perubahan RKBMD; dan
d. penyusunan RKBMD untuk kondisi darur,at.

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan BMt)

Pasal 6

Perencanaan pengadaan BMD sebagaimana climaksud dalam
Pasal 5 huruf a, meliputi:
a. tata cara penyusunan RKBMD pengada.an BMD pada

pengguna barang; dan
b. tata cara penelaahan RKBMD pengadaan BMD pada

pengelola barang.
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Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengada,rn BMD Pada

Pengguna Barang

Pasal 7

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD

Pengadaan BMD di lingkungan Kuasa Pengguna Barang

yang dipimpinnya.
(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikarL usulan RKBMD

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Pengguna Barang paling lama minggu ke'dua bulan Mei.

Pasal 8

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan
RKBMD Pengadaan yang disampaikrrn oleh Kuasa

Pengguna Barang sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 7

ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD )rengadaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang

mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna

Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk
melakukan ulasan terhadap kebenaran ,Can kelengkapan
usulan RKBMD Pengadaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD F'engadaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Bar:mg sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diuta.makan un.tuk memastikan
kebenaran data masukan penyusunan usulan RKBMD
Pengadaan paling sedikit mempertimban gkan:

a. kesesuaian program perencanaan dalam Rencana
Ke{a Perangkat Daerah dan standar barang, standar
kebutuhan dan/atau standar harga; dirn

b. ketersediaan BMD di lingkungan PengJuna Barang.
(a) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna BareLng sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna
Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan BMD pada
tingkat Pengguna Barang paling sredikit memuat
informasi:
a. narna Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. prograrn;
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d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Ilarang dan /atan

daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
f. rencana kebutuhan pengadaan barangl yang disetujui.

Pasa] 9

(l) Hasil penelaahan Pengguna Barang atasr usulan RKBMD
Pengadaan yang disampaikan oleh I.luasa Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)

ditandatangani Pengguna Barang.
(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan

BMD berdasarkan hasil penelaaha:r sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada
Pengguna Barang paling lambat m inggu keempat
bulan Mei.

Paragraf 2

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD Pada

Pengelola Barang

Pasal 10

(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan llMD dilakukan
terhadap:
a. relevansi program dengan rencana keluaran

Pengguna Barang;

b. optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada

Pengguna Barang; dan
c. efektivitas penggunaan BMD yang berada pada

Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam
rangka menunjang tugas dan fungsi Pe::angkat Daerah.

(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mernperhatikan:

a. kesesuaian program perencanaan dan srtandar; dan

b. data barang.
(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dituangkan dalam Hasil
Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD paling sedikit
memuat:
a. narna Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

c. program;

d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Berrang dan/ atau
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daftar barang pada Kuasa Pengguna Elarang; dan
f. rencana kebutuhan pengadaan baranll yang disetujui.

(a) Dafam melaksanakan penelaahan BI\[D sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perrgelola Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk rnenyiapkan dan
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang
dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua
bulan Juni.

Pasal 11

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksurl dalam Pasal l0
ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBIv{D Pengadaan
berdasarkan hasil penelaahan sebagairrana dimaksud
pada ayat (1).

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan oleh Pengguna Barang kr:pada Pengelola

Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Bagian Kedua

Perencanaan Pemeliharaan BM D

Pasal 12

Perencanaan pemeliharaan BMD sebagainrana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. tata cara penyusunan RKBMD pemelihal'aan BMD pada

Pengguna Barang; dan

b. tata cara penelaahaa RKBMD pemeliharaan BMD pada

pengelola barang.

Paragraf 1

Tata Cara penyusunan RKBMD pemeliharaan BMD pada
Pengguna Barang

Pasa1 13

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun ttsulan RKBMD

Pemeliharaan BMD di lingkungan Kttasa Pengguna

Barang yang dipimpinnya.
(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Pengguna Barang paling lama minggu kedua

bulan Mei.
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Pasa] 15

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas, usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh l(uasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Irasal 16 ayat (4)

ditandatangani Pengguna Barang.
(2) Kuasa Pengguna Barang menylrsun RKBMD

Pemeliharaan BMD berdasarkan ha.sil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unr:uk disampaikan
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat
bulan Mei.

Pasal 16

(1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD pengadaan dan

t2

Pasal 14

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan

RKBMD Pemeliharaan yang disampai.kan oleh Kuasa

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat l2l pada minggu ketiga bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD Pemeliharaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barrrng sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang

mengikutsertalan Pejabat Penatausahaan Pengguna

Barang dan Pengurus Barang Pr:ngguna untuk
melakukan penelitian terhadap l<ebenaran dan

kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan.
(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Perneliharaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diuta.makan untuk memastikan
kebenaran data masukan penyusunan RKBMD

Pemeliharaan paling sedikit mengacu pa.da daftar barang
Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi
mengenai barang yang dipelihara.

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan oleh Pengguna Barang dralam menyusun
RKBMD Pemeliharaan BMD tingkat Pengguna Barang
paling sedikit memuat informasi:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. narna barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui.



RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pr-'ngguna Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan

Pasal 15 ayat (21 untuk disarrtpaikan kepada

Pengelola Barang.

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani

oleh Pengguna Barang dan data barang.

(3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh

Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan
paling lama minggu kesatu bulan Juni.

Paragral 2

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD Pada

Pengelola Barang

Pasal 17

(1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD dilakukan
untuk melakukan telaahan terhadap data BMD yang

diusulkan rencana pemeliharaannya.
(2) Penelaahan atas RKBMD Pemel.iharaan BMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang
yang memuat informasi mengenai status barang dan
kondisi barang.

(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD paling
sedikit memuat:
a. narna Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;

c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan BMD yang disetuj ui.

(a) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), Penlgelola Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk m.enyiapkan dan
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulaa RKBMD Pemeliharaan yang
dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juni.
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(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD dari

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan

berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 disampaikan oleh Pengguna Barang kepada

Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga

bulan Juni.

Pasal 19

(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan BMD dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 11

ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) ditetapkan menjadi RKBMD

Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang.

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan paling

lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Ketiga

Penyusunan Perubahan RKBIUD

Pasal 2O

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.

(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksrud pada ayat (1)

dilakukan sebelum penyusunan Perutlahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD.

Bagian Keempat

Penyusunan RKMBD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 2 1

(1) Dalam hal setelah batas akhir penya:npaian RKBMD
terdapat kondisi darurat, pengusuhn penyediaan

anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan

anggaran angka dasar dalam rangka ren,cana pengadaan

dan/atau rencana pemeliharaan BMD dilakukan
berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan

t4
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peraturan pemndang-undangan.
(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksu d pada ayat (1)

meliputi bencana alam dan gangflran keamanan

skala besar.

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna

Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan

penyampaian RKBMD Perubahan da.n /atau RKBMD

tahun berikutnya.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada alrat (3) digunakan

oleh Pengelola Barang sebagai bahan perlimbangan

tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang

disampaikan oleh Pengguna Barang be:rsangkutan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja DeLerah Perubahan
tahun anggaran berkenaan dan/ atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran berikutnya.

BAB V
TATA CARA PENGADAAN BMD

Pasal22

(1) Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip
efisien, efektif, transparan dan terbukr., bersaing, adil,
dan akuntabel.

(2) Pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undan13an.

Pasal 23

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikem laporan hasil
pengadaan BMD kepada Bupati melalui Pengelola BMD
untuk ditetapkan status penggunaannyil.

(2) Laporan hasil pengadaan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan
bulanan, semesteran dan tahunan.

BAB VI

TATA CARA PENGGUNAAN B}ID

Pasal 24

Lingkup penggunaan BMD meliputi:
a. penetapan status penggunaan BMD;
b. pengalihan status penggunaan BMD;
c. penggunaan sementara BMD; dan
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d. penetapan status pengguna BMD untuk dioperasikan
oleh pihak lain.

Bagan Kesatu

Penetapan Status Penggunaan BMD

Pasal 25

Penetapan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 hurufa, terdiri dari:
a. penetapan status penggunaan BMD oleh Bupati; dan
b. penetapan status penggunaan BMD oleh pengelola

barang.

Paragraf I

Penetapan Status Penggunaan BMD Crleh Bupati

Pasal 26

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan
status penggunaan BMD yang diperc'leh dari beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah (APBD) dan
perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah diterimanya BMD
berdasarkan dokumen penerimaan barrrng pada tahun
an ggelran yang berkenaan.

(3) Permohonan penetapan status penggunaan BMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,liajukan secara

tertulis oleh Pengguna Barang kepader Bupati paling
lambat pada akhir tahun berkenaan.

(4) Penetapan status pengguna BMD dil,etapkan setiap

tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan

BMD sebagaimana dimaksud dalam Pa,sal 26 ayat (2)

disertai dokumen.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

BMD berupa tanah yaitu fotocopy sertilikat.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

BMD berupa bangunan yang diperoleh d:rri APBD yaitu:
a. fotocopy lzin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan

Bangunan Gedung; dan
b. fotocopy dokumen perolehan.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
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BMD berupa bangunan yang diperolele dari perolehan

lainnya yang sah paling sedikit berupa dokumen Berita

Acara Serah Terima.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk
BMD berupa tanah dan bangunan yalg diperoleh dari
APBD yaitu:
a. fotocopy sertifikat;
b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan; dan

c. fotocopy dokumen perolehan.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
BMD berupa tanah dan bangunan dari perolehan

lainnya yang sah paling sedikit berupa dokumen Berita
Acara Serah Terima.

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
BMD selain tanah dan/ atau bangunan yang memiliki
dokumen yaitu:
a. fotocopy dokumen kepemilikan; dan/ atau
b. fotocopy dokumen perolehan.

(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
BMD yang dari awal pengadaan direncanakan untuk
dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan
modal Pemerintah Daerah yaitu:
a. fotocopy dokumen pelaksanaan angguran;

b. fotocopy dokumen kepemilikan, untuk BMD berupa
tanah;

c. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan, untuk BMD
berupa bangunan; dan/ atau

d. fotocopy dokumen perolehan.

Pasal 28

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila
BMD berupa tanah belum memiliki fotocopy sertifikat,
maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan:
a. akta jual beli;
b.gnk;
c. letter C;

d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
e. surat keterangan lurah atau kepala dr:sa, jika ada;
f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang;

atau
g. dokumen lain yang setara dengan buL:ti kepemilikan.
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(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (3) apabila BMD berupa bangunan

belum memiliki Izin Mendirikan BangrLnan/Persetujuan

Bangunan Gedung dan dokumen perolehan dapat

diganti dengan surat pernyataan dari l?engguna Barang

yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan lungsi Perangkat

Daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (5) apabila BMD trerupa tanah dan

bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki
sertifikat, lnn Mendirikan Bangu nan/ Persetujuaa

Bangunan Gedung, dan dokumen perolehan dapat

diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang
yang menyatakan bahwa tanah dan bemgunan tersebut
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (7) apabila BMD berupa selain

tanah dan bangunan yang diperoleh d.ari APBD belum
memiliki dokumen kepemilikan, rnaka dokumen
dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari
Pengguna Barang yang menyatakan bahwa BMD selain
tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi PerarLgkat Daerah.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagairaana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (8) huruf b, huruf c, dan huruf d
belum ada, maka pengajuan usul permohonan
penerbitan status penggunaan disertai trurat pernyataan
dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan
bahwa barang tersebut adalah BMD yang dari awal
pengadaannya direncanakan untak dilakukan
pemindahtanganan dengan cara perryertaan modal
Pemerintah Daerah.

(6) BMD yang belum memiliki dokumen k:pemilikan tetap
harus menyelesaikan pengurus€rn dokurnen kepemilikan
meskipun telah ditetapkan status penggunaan BMD.

Pasal 29

(1) Pengelola Barang melakukan pr:nelitian atas
permohonan penetapan status penggunaan BMD dari
Pengguna Barang ssfoagaimana dirnaksud dalam
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Pasal 26 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian

dokumen yang dipersyaratkan.
(3) Dalam hal hasil dari penelitian sebagajmana dimaksud

pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat
melakukan kegiatan seperti:

a. meminta keterangan atau data tzLmbahan kepada

Pengguna Barang yang mengajul,an permohonan
penetapan status penggunaan BMD; dan/atau

b. melakukan pengecekan lapangan.
(4) Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan terhadap BMD berupa tanah
dan/atau bangunan serta BMD selain tanah dan/atau
bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau
dokumen lain yang sah.

Pasal 30

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, Bupati menetapkan status penggunaan

BMD.
(2) Status penggunaan BMD sebagaimana. dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Elupati.
(3) Dalam hal Bupati tidak menyetu ui permohonan

Pengguna Barang sebagaimana d:imaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), Bupati melalui F'engelola Barang
menerbitkan surat penolakan kepada I)engguna Barang
disertai alasan penolakan.

Paragraf 2

Penetapan Status Penggunaan BMD Oleh F,engelola Barang

Pasal 3l
(l) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan

barang berdasarkan kewenangan yang didelegasikan
oleh Bupati.

(2) Penetapan status penggunaan barangl oleh pengelola

Barang sebagaimana dimaksud pada alrat (l) dilakukan
dengan mekanisme:
a. pengguna barang mengajukan permohonan penetapan

status penggunaan BMD yang diper.oleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yarrg sah kepada
Pengelola Barang;
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b. peng4juan permohonan sebagaimanzr dimaksud pada

huruf a dilakukan setelah dilerimanya BMD

berdasarkan dokumen penerimaatl barang pada

tahun anggaran yang berkenaan; dan.

c. permohonan penetapan status p€:nggunaan BMD

diajukan secara tertulis oleh Penggurra Barang kepada

Pengelola Barang paling lambat pada akhir tahun

berkenaan.
(3) Pengajuan permohonan penetapan sturtus penggunaan

BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disertai
dokumen sebagaimana dimaksud daltrm Pasal 27 dan

Pasal 28.

(4) Terhadap pengajuan permohonan Fenetapan status
penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan penelitian sebagaimana kete:ntuan Pasal 29.

(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Pengelola Barang monetapkan status
penggunaan BMD.

(6) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui
permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan surat
penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan
penolakan.

Bagian Kedua

Pengalihan Status Penggunaan BMD

Pasal 32

(1) BMD dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.

(2) Pengalihan status penggunaar sebageLimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. inisiatif dari Bupati; dan
b. permohonan dari Pengguna Barang l,ama.

Pasal 33

(1) Pengalihan status penggunaan BMD berdasarkan inisiatif
dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (2) huruf a dilakukan dengarr pemberitahuan
terlebih dahulu kepada Pengguna Bararrg.

(2) Pengalihan status penggunaan BIVID sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dari Pengguna
Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk
penyelenggaraan tugas dan fu:ngsi dilakukan
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berdasarkan persetujuan Bupati.
(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan terhadap BIvID yang berada

dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak
digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan.

(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan tanpa kompr:nsasi dan tidak
diikuti dengan pengadaan BMD penggarrti.

Pasal 34
(1) Pengalihan status penggunaan BIUD berdasarkan

permohonan dari Pengguna Barang la.ma sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan
dengan pengajuan permohonan sec€,ra tertulis oleh
Pengguna Barang kepada Bupati.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paiing sedikit memuat:
a. data BMD yang akan dialihkan status

penggunaannya;

b. calon Pengguna Barang baru; dan
c. penjelasan serta pertimbangan pr:ngalihan status

penggunaan BMD.
(3) Data BMD sebagaimana dimaksud padeL ayat {21 huruf a,

antara lain:
a. kode barang;
b. kode register;

c. nama barang;
d. jumlah;
e. jenis;

f. nilai perolehan;
g. nilai penyusutan;
h. nilai buku;
i. lokasi;
j. luas; dan
k. tahun perolehan.

(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri:
a. fotocopy data BMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (3); dan
b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon

Pengguna Barang baru untuk men<:rima pengalihan
BMD dari Pengguna Barang lama.
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Pasal 35

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan

pengalihan status penggunaan BMD dari Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian

dokumen yang dipersyaratkan.
(3) Dalam hal hasil dari penelitian sebagaLimana dimaksud

pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelc,la Barang dapat:

a. meminta keterangan atau data teLrnbahan kepada

Pengguna Barang yang mengajul:an permohonan
pengalihan status penggunaan BMD; dan

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang

baru.

Pasal 36

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, Bupati memberikan persetujuan
pengalihan status penggunaan BMD.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) berupa
surat persetujuan Bupati.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksrud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:
a. data BMD yang akan dirilihkan status

penggunaannya;

b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru;
dan

c. kewajiban Pengguna Barang lama.
(4) Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu:
a. melakukan serah terima BMD k:pada Pengguna

Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima; dan

b. melakukan penghapusan terhadap BMD yang telah
dialihkan dari daftar barang pada [,engguna Barang
berdasarkan surat keputusan penghalrusan barang.

(5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan
Pengguna Barang ssfoa ge irnzuls dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada
Pengguna Barang dengan disertai alasan.
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Pasal 37

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagrimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (2]r, Pengguna Barang lama

melakukan serah terima BMD kt:pada Pengguna

Barang baru.
(2) Serah terima BMD kepada Penggutra Barang baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pa.ling lama I (satu)

bulan sejak persetujuan alih status penggunaan BMD

yang dituangkan dalam Berita Acara Ser:ah Terima.
(3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang lama

melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola

Barang atas BMD yang dialihkan status penggunaannya

kepada Pengguna Barang baru dari deLftar barang pada

Pengguna Barang.
(4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling lama 1 (satu) minggu se.jak tanggal Berita
Acara Serah Terima.

(5) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan keputusan Pengelola Barang.

Pasal 38

(1) Berita Acara Serah Terima sebagaimanei dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) dan keputusan l)engelola Barang
tentang penghapusan BMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (5) dilaporkan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Pengguna Barang beLru paling lama 1

(satu) minggu sejak keputusan penghapusan ditetapkan.
(2) Pengguna Barang dalam pena&rusahaan BMD

melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Bupati,
Berita Acara Serah Terima, rlan keputusan
penghapusan BMD.

Bagian Ketiga

Penggunaan Sementara BM.D

Pasal 39

(1) BMD yang telah ditetapkan status penl3gunaannya pada
Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh
Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu
tanpa harus mengubah status penggunaan BMD
tersebut setelah terlebih dahulu. mendapatkan
persetujuan Bupati.
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(2) Penggunaan sementara BMD sebaga;rnana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jar:,gka waktu:

a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

untuk BMD berupa tanah dan/ atau bangunan; dan

b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Penggunaan sementara BMD dalam janlgka waktu kurang

dari 6 (enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 40

(1) Penggunaa-n sementara BMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 dituangkan dalam pe{anjian antara
Pengguna Barang dengan Pengguna Barang sementara.

(2) Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka

waktu penggunaan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) dibebankan kepada Pengguna

Barang/ Kuasa Pengguna Barang yarlg menggunakan

sementara BMD bersangkutan.

Pasal 41

(1) Permohonan penggunaan sementara BMD diajukan
secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud peida ayat (1) pafing
sedikit memuat:
a. data BMD yang akan digunakan sem entara;
b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara

BMD; dan
c. penjelasan serta pertimbangan penggunaan

sementara BMD.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilengkapi dokumen:
a. fotocopy keputusan penetapan stirtus penggunaan

BMD; dan
b. fotocopy surat permintaan peng$rnaan sementara

BMD dari Pengguna Barang yang allan menggunakan
sementara BMD kepada Pengguna B,arang.

Pasal 42

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
penggunaan sementara BMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
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dokumen yang dipersyaratkan.
(3) Dalam ha1 hasil dari penelitian sebaga,imana dimaksud

pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Penggtrna Barang yang

mengajukan permohonan penggunaan sementara

BMD; dan
b. meminta konfirmasi dan klarilikasi kepada Pengguna

Barang yang akan menggunakan senlentara BMD.

Pasal 43

(1) Berdasarkan hasil dari penelitian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (l), Bupati memberikan persetujuan

atas penggunaan sementara BMD.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menerbitkan stlrat persetujuan

Bupati.
(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:
a. data BMD yang akan digunakan serr.entara;

b. Pengguna Barang yang menggunakan sementara
BMD;

c. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan

sementara BMD untuk memelihara dan
mengamankan BMD yang digunakan sementara;

d. jangka waktu penggunaan sementar,a;

e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan
f. kewajiban Pengguna Barang untul: menindallanjuti

dalam perjanjian.
(4) Dalam hal Bupati tidak menyettrjui permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (1), Bupati
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang
disertai alasan.

Pasal 44

(1) Apabila jangka waktu penggunaan senlentara atas BMD
telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2), maka:
a. Pengguna Barang sementara mengembalikan BMD

kepada Pengguna Barang; atau
b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada

Pengguna Barang yang menggurrakan sementara
BMD.

(2) Mekanisme pengalihan status p()nggunaan BMD

25



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan
Pasal 38 berlaku mutatis mutandis terleadap mekanisme
pengalihan status penggunaan kepada pengguna
sementara sebagaimana dimaksud padeL ayat (1) huruf b.

Pasal 45

(1) Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan
permohonan perpanjangan waktu penggunaan

sementara atas BMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat(21.

(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan Pengguna Barang kepada Bupati paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan
sementara BMD berakhir.

(3) Mekanisme pengajuan permohonan, penelitian,
persetujuan, dan penetapan oleh Butrrati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44

berlaku mutatis mutandis pada mekar-risme pengajuan
permohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh

Bupati terhadap perpanjangan penggunaan

sementara BMD.

Bagian Keempat

Penetapan Status Pengguna BMD Untuk Dioperasikan

Oleh Pihak l"ain

Pasal 46

(1) BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada

Pengguna Barang, dapat digunakan unr:uk dioperasikan

oleh pihak lain.
(2) Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

rangka menjalankan pelayanan umum s€suai tugas dan

fungsi Perangkat Daerah yang bersangku tan.
(3) Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

pedanjian antara Pengguna Barang dr:ngan pimpinan

pihak lain.
(4) Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka

waktu penggunaan BMD untuk dioperar;ikan oleh pihak
lain dibebankan pada pihak lain yang

mengoperasikan BMD.

(5) Pihak lain yang mengoperasikan BMD dilarang
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melakukan pengalihan atas pengoperasian BMD tersebut

kepada pihak lainnya dan/ atau mernindahtangankan

BMD bersangkutan.
(6) Bupati dapat menarik penetapan status BMD untuk

dioperasikan oleh pihak lain dalam hal Pemerintah

Daerah akan menggunakan .kembali untuk
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ateu pihak lainnya.

Pasal 47

(1) Permohonan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh

pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang

bersangkutan kepada Bupati.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

a. data BMD;

b. pihak lain yang akan menggunakan BMD untuk
dioperasikan;

c. jangka waktu penggunaan BMD 1'ang dioperasikan
oleh pihak lain;

d. penjelasan serta pertimbangan p,enggunaan BMD
yang dioperasikan oleh pihak lain; dran

e. materi yang diatur dalam perjanjian.
(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilampiri dokumen:
a. fotocopy keputusan penetapan status penggunaan

BMD;

b. fotocopy surat permintaan pengoperasian dari pihak
lain yang akan mengoperasika:r BMD kepada
Pengguna Barang; dan

c. fotocopy surat pemyataan dari pihak lain yang akan
mengoperasikan BMD kepada Pengguna Barang.

(4) Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c merupakan pernyataan pihak lain
yang memuat:
a. BMD yang akan dioperasionalkan dalam rangka

pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat
Daerah/Unit Kerja;

b. menanggung seluruh biaya pemelitraraan BMD yang
timbul selama jangka waktu pengopr:rasian BMD;

c. tidak mengalihkan pengopera.sian dan/atau
pemindahtanganan BMD selama jangka waktu
pengoperasian BMD; dan



d. mengembalikan
apabila jangka

selesai.
Pasal 48

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan

penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat lll.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap kelengkapan ,Can kesesuaian

dokumen yang dipersyaratkan.
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (21belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang

mengajukan permohonan penggunaan BMD yang

dioperasikan oleh pihak lain;

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi l<epada pihak lain
yang al<an mengoperasikan BMD;

c. mencari informasi dari sumber lainn;ya; dan
d. melakukan pengecekan lapeLngan dengan

memperlimbangkan analisis biaya dan manfaat.

Pasal 49

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (2), Bupati menetapkan penggunaan

BMD untuk dioperasikan oleh pihak lairr.
(2) Penggunaan BMD untuk dioperasikarr oleh pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ilitetapkan dengan

Keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:
a. data BMD;

b. jangka waktu penggunEran BMD untuk
dioperasionalkan pihak lain ;

c. pihak lain yang akan mengoperasikan BMD;
d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD; dan
e. kewajiban Pengguna Barang.

(4) Kewajiban pihak lain yang meng>perasikan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain
memelihara dan mengamankan BMD yemg dioperasikan.

(5) Kewqiiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e meliputi:
a. menindaklanjuti penggunaan BMD untuk

BMD
waktu

kepada Pengguna Barang,

pengoperasian BMD telah
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dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian; dan

b. melakukan pengawasar dan penge.ndalian terhadap

BMD yang dioperasikan oleh pihak lain.
(6) Dalam hal Bupati tidak menyetu.iui permohonan

Pengguna Barang sebagaimana dimaksurd dalam Pasal 47

ayat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada

Pengguna Barang disertai alasan.

Pasal 50

(1) Penggunaan BMD oleh Pengguna Barang untuk
dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam
perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang

dengan pihak lain.
(2) Perl'anjian penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh

pihak lain sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) paling

lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Penandatanganan pe4'anjian sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilakukan s;etelah adanya
Keputusan Bupati.

Pasal 51

Pe{anjian pengguna€rn BMD untuk diopelrsikan oleh pihak
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5i0 ayat (2), paling
sedikit memuat:
a. data BMD yang menjadi objek;

b. Pengguna Barang;

c. pihak lain yang mengoperasikan BMD;
d. peruntukan pengoperasian BMD;
e. jangka waktu pengoperasian BMD;
f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang

mengoperasikan BMD, termasuk kewzdiban pihak lain
tersebut untuk melakukan perlgarnanan dan
pemeliharaan BMD;

g. pengakhiran pengoperasian BMD; dan
h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 52

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan
penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksucl pada ayat (l)
diajukan Pengguna Barang kepada Bullati paling lambat
3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan BMD
berakhir.
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(3) Ketentuan Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 berlaku

mutatis mutandis pada mekanisnre permohonan,

penelitian, dan penetapan perpanjang,an jangka waktu
penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Pasal 53

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

penggunaan BMD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menangani bidang pengawasan sesuai ketr:ntuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 54

(l) Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain
berakhir apabila:

a. berakhirnya jangka waktu penggunaan BMD untuk
dioperasikan oleh pihak lain, sebagpimana tertuang
dalam perjanjian;

b. peq'anjian diakhiri secara sepihak oleh

Pengguna Barang; dan
c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pedanjian diakhiri secara sepihak oleh :?engguna Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dilakukan apabila:
a. pihak lain yang mengoperasikan BMD tidak memenuhi

kewajibannya sebagaimana tertuang dalam pef anjian;
atau

b. terdapat kondisi yang mengakibatli.an pengakhiran
penggunaan BMD untuk dioperasika-rr oleh pihak lain
sebagaimana dituangkan dalam pe{anjian.

(3) Dalam melakukan pengakhiran pengope:rasian BMD yang
didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, Pengguna Barang meminta pers,etujuan Bupati.

Pasal 55

(1) Pada saat jangka waktu penggunaa.n BMD untuk
dioperasikan oleh pihak lain telah bereLkhir, pihak lain
yang mengoperasikan BMD menge:mbalikan BMD
tersebut kepada Pengguna Barang dengian Berita Acara
Serah Terima.

(2) Pengguna Barang melaporkan berakhinrya penggunaan
BMD untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lama 1
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(satu) bulan sejak ditandatanganinya Br:rita Acara Serah

Terima, dengan melampirkan fotocopy Berita Acara Serah

Terima.

BAB VII

TATA CARA PEMANFAATAII

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

(1) Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh:

a. Pengelola Barang dengan persetujua.n Bupati, untuk
BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola

Barang; dan
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola

Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/ atau

bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna

Barang, dan selain tanah dan/ atau bangunan.
(2) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan

pertimbangan teknis dengan memperhatikan
kepentingan daerah dan kepentingan ulnum.

(3) Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(4) Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat I)aerah.

Pasal 57

(1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya
pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan
dibebankan pada mitra pemanfaatan.

(2) Biaya persiapan pemanfaataan BMD sampai dengan
penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada

APBD.

(3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD merupakan
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan umum sesr,rai dengan tugas
dan fungsi Badan l,ayanan Umum Dererah merupakan
penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke
rekening kas Badan l,ayanan Umum Da,erah.

(5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka
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selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan

Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang

disetorkan seluruhnya ke rekening Kas tlmum Daerah.

Pasal 58

(1) BMD yang menjadi objek pemanfaatan dilarang

dijaminkan atau digadaikan.
(2) BMD yang merupakan objek retribusi dzrerah tidak dapat

dikenakan sebagai objek pemanfaatan BMD.

Pasal 59

(1) Objek pemanfaatan BMD meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Objek pemanfaatan BMD berupa l'anah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
(3) Dalam hal objek pemanfaatan BMD berupa sebagian

tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat l2), luas tanah dan/atau bangunren yang menjadi
objek pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian
tanah danlatau bangunan yang dimanfa.atkan.

Pasal 60

Bentuk pemanfaatan BMD berupa:
a. sewa;

b. pinjam pakai;

c. KSP;

d. BGS dan BSG; dan
e. KSPI.

Bagian Kedua

Mitra Pemanfaatan

Pasal 61

(l) Pemanfaatan BMD dilaksanakan dengan mitra
pemanfaatan.

(2) Mitra pemanfaatan sebagaimana dimaksrud pada ayat (1)

meliputi:
a. penyewa, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk

Sewa;

b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan BMD dalam
bentuk Pinjam Pakai;

c. mitra KSP, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk
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KSP;

d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatzrr BMD dalam

bentuk BGS/BSG; dan

e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk

KSPI.

(3) Mitra pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memiliki tanggung j awab :

a. melakukan pembayaran atas penranfaatan BMD

sesuai bentuk Pemanfaatan ;

b. menyerahkan hasil pelaksanaan perranfaatan sesuai

ketentuan bentuk Pemanfaatan ;

c. melakukan pengamanan dan pemelitLaraan atas BMD

yang dilakukan pemanfaatan dan hrasil pelaksanaan

pemanfaatan BMD;

d. mengembalikan BMD setelah berakhirnya

pelaksanaan; dan

e. memenuhi kew4jiban lainnya yang d.itentukan dalam

perjanjian pemanfaatan BMD.

Bagian Ketiga

Pemilihan dan Penetapan Mitra Pemar::faatan BMD

Pasal 62

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-pr:insip:

a. dilaksanakan secara terbuka;
b. paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) peserta;

c. memperoleh manfaat yang optimal bagi D,aerah;

d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang

integritas, handal dan kompeten;

e. tertib administrasi; dan
f. tertib pelaporan.

Pasal 63

memiliki

(1) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan. berupa KSP

pada Pengelola Barang atau BGS/BSG terdiri atas:

a. Pengelola Barang; dan
b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola

Barang.
(2) Pelalsana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP

pada Pengguna Barang terdiri atas:
a. Pengguna Barang; dan
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna

Barang.
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Pasal 64

(1) Pemilihan mitra dilakukan melalui Tendr:r.

(2) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP

mempakan BMD yang bersifat khusus, pemilihan mitra

dapat dilakukan melalui Penunjukan La:lgsung.

Pasal 65

(1) Dalam pemilihan mitra Pemanfaal:an KSP atau

BGS/BSG, Pengelola Barang/ Pengguna Barang memiliki

tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain
persyaratan peserta calon mitra dan prosedur ke{a
panitia pemilihan;

b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang

meliputi:
l. kemampuan keuangan;
2. spesifikasi teknis; dan

3. rancangan perjanjian.
c. menetapkan panitia pemilihan;
d. menetapkan jadwal proses pt:milihan mitra

berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;

e. menyelesaikan perselisihan antara pe serta calon mitra
dengan panitia pemilihan, dalam hal lrry'adi perbedaan

pendapat;

f. membatalkan Tender, dalam hal:
1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau

menyimpang dari dokumen pemilihan; dan
2. pengaduan masyaralat adanya dugaan kolusi,

korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia
pemilihan temyata terbukti benar;

g. menetapkan mitra;
h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen

pemilihan mitra; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan p,emilihan mitra

kepada Bupati.
(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam hal diperltLkan, Pengelola
Barang/ Pengguna Barang dapat:
a. menetapkan Tim pendukung; dan/atair
b. melakukan tugas dan kewenangir.n lain dalam

kedudukannya selaku Pengelola Barang/
Pengguna Barang.
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Pasal 66

(1) Panitia pemilihan paling sedikit terdiri a1:as:

a. ketua;
b. sekretaris; dan

c. anggota.
(2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (U berjumlah gasal ditetapkan sesuai

kebutuhan, paling sedikit 5 (Iima) orang, yang terdiri
atas:

a. unsur dari Pengelola Barangg dan dapat

mengikutsertakan unsur dari SKPD/unit ke{a lain
yang kompeten, untuk pemilihan m itra pemanfaatan

KSP BMD pada Pengelola Barang;

b. unsur dari Pengguna Baranll dan dapat

mengikutsertakan unsur dari SKPtI/unit kerja lain
yang kompeten, untuk pemilihan m:itra pemanfaatan

KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan
c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat

mengikutsertakan unsur dari SKPtr/unit keg'a lain
yang kompeten, untuk pemilihan mit::a BGS/BSG.

(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diketuai oleh:

a. unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra
Pemanfaatan KSP BMD pada Pengelola Barang atau
BGS/BSG; dan

b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra
Pemanfaatan KSP BMD pada Pengguna Barang.

(4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tidak dapat
ditunjuk dalam keanggotaan panitia penLilihan.

Pasal 67

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi u:rtuk ditetapkan
sebagai panitia pemilihan:
a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta

integritas;

b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis
untuk melaksanakan tugas;

c. memiliki pengetahuan yang memredai di bidang
pengelolaan BMD;

d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas;
dan

e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
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(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) paling

sedikit meliputi:
a. berstatus Aparatur Sipil Negara pernerintah daerah

dengan golongan paling rendah II/b atau yang setara;

b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan

c. memiliki kemampuan keq'a secara be:rkelompok dalam

melaksanakan setiap tugas/pekerjaa-rrnya.

Pasal 68

(1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:

a. menyusun rencana jadwal proses pernilihan mitra dan

menyampaikannya. kepada Penlgelola Barangl
Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan;

b. menetapkan dokumen pemilihan;

c. mengumumkan pelaksanaan pem.ilihan mitra di
media massa nasional dan di ue'bsite pemerintah

daerah;

d. melakukan penelitian kualifikasi pes€)rta calon mitra;
e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap

penawaran yang masuk;
f. menyatakan tender gagal;

g. melakukan tender dengan peserta r:alon mitra yang

lulus kualifikasi;
h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal

tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan
melalui tender;

i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil
tender/seleksi langsung/penunjukan langsung
kepada Pengelola Barang/ Pengguna I3arang;

j. menyimpan dokumen asli pemilihan;
k. membuat laporan pertanggungjav,aban mengenai

proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barar,gl
Pengguna Barang; dan

l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau
perubahan materi perjanjian kepada Pengelola

Barang/ Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.
(2) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi

pe{anjian sebagaimana dimaksud padzr ayat (1) huruf I
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati
untuk BMD yang usulan pemarLfaatannya atas
persetujuan Bupati.

(3) Perubahan spesifikasi teknis dan pt:rubahan materi
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perjanjian sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf I
dilaksanakan setelah mendapat pr:rsetujuan dari

Pengelola Barang untuk BMD yang usulan
pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 69

(1) Pemilihan mitra yang dilakukan mel.alui mekanisme

tender, calon mitra Pemanfaatan KSP dan/ atau

BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan kualifikasi
sebagai berikut:
a. persyaratan administratif paling sedikit meliputi:

1. berbentuk badan hukum;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajal< (NPWP);

3. membuat surat Pakta Integritas;
4. menyampaikan dokumen pen,awaran beserta

dokumen pendukungnya; dan
5. memiliki domisili tetap dan alamal: yang jelas.

b. persyaratan teknis paling sedikit mel.iputi:

1. cakap menurut hukum;
2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan

barang/jasa Pemerintatr;

3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan
teknis dan manajerial; dan

4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan

dan fasilitas lain yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan.

(2) Pejabat/pegawai pada pemerintah darlrah atau pihak
yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola

Barang/Pengguna Barang, Tim pemanfaatan, maupun
panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang
menjadi calon mitra.

Pasal 70

(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya
untuk persiapan dan pelaksanaan pemi.lihan mitra yang
dibiayai dari APBD, yang meliputi:
a. honorarium panitia pemilihan mitra;
b. biaya pengumuman, term.asuk biaya

pengumuman ulang;
c. biaya penggandaan dokumen; dan
d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan pemilihan mitra.
(2) Honorarium panitia pemilihan mitr.a sebagaimana

37



dimaksud pada ayat (1) huruf a diletapkan dengan

Keputusan Bupati.
BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN TEI\IDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan

BMD kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan
pemanfaatan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal72

Tahapan tender meliputi:
a. pengumuman;

b. pengambilan dokumen pemilihan;
c. pemasukan dokumen penawaran;

d. pembukaan dokumen penawaran;

e. penelitian kualifikasi;
f. pemanggilan peserta calon mitra;
g. pelaksanaan tender; dan
h. pengusulan dan penetapan mitra pemanfaatan.

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 73

(1) Panitia pemilihan mengumumkan renciana pelaksanaan
tender di media massa nasional palinll sedikit melalui
surat kabar harian nasional dan uebsite
Pemerintah Daerah.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
b. identitas barang milik daerah objek pemanfaatan;
c. bentuk pemalfaatan;
d. peruntukan objek pemanfaatan; dan
e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.
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Paragraf 2

Pengambilan Dokumen Pemili han

Pasal 74

(1) Peserta calon mitra dapat meng:rmbil dokumen
pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan
dan/atau mengunduh dari uebsite sesuai waktu dan
tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

(2) Panitia pemilihan membuat daftar pes:rta calon mitra
yang melakukan pegambilan dokumen pr:milihan.

Paragraf 3

Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 75

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen
pemilihan secara langsung kepada pe,nitia pemilihan
dan/atau mengunduh dai uebsite ser;uai waktu dan
tempat yang ditentukan dalam pengumurnan.

(2) Panitia pemilihan membuat daftar pese rta calon mitra
yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf 4

Pembukaan Dokumen Penawar,an

Pasal 76

(1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara

terbuka di hadapan peserta calon mitra l)ada waktu dan

tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
(2) Pembukaan dokumen penawaran dittLangkan dalam

berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan

dan 2 (dua) orang saksi dari peserta cztlon mitra yang

hadir.

Paragraf 5

Penelitian Kualifikasi

Pasal 77

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualilikasi
terhadap peserta calon mitra yang telzth 'mengajukan

dokumen penawaran secara lengkap, br:nar dan tepat
waktu untuk mempeoleh mitra yang memenuhi
kualifikasi dan persyaratan untuk merngikuti tender
pemanfaatan.

(2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita
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acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragraf 6

Pemanggilan Peserta Calon Mitra

Pasal 78

Panitia pemilihan melakukan pemanggilem peserta calon

mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti
pelaksanaan tender melalui surat te rtulis dan/ atau

surat elektronik (e-maill.

Paragraf 7

Pelaksanaan Tender

Pasal 79

(1) Tender dilakukan untuk mengztlokasikan hak
pemanfaatan BMD berdasarkan spesifi.kasi teknis yang

telah ditentukan oleh Pengelola I3arang/ Pengguna

Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra
yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (1).

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilal<sanakan sepanjang terdapat palin g sedikit 3 (tiga)

peserta calon mitra yang memasukkan lrenawaran.
(3) Hasil tender dituangkan dalam be::ita acara yang

ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra
selaku pemenang tender.

Paragraf 8

Pengusulan dan Penetapan Mitra Pernanfaatan

Pasal 80

(1) Pengusulan pemenang tender sebaggi calon mitra
pemanfaatan disampaikan secara tertulis oleh panitia
pemilihan kepada Pengelola Barang/Fengguna Barang
berdasarkan berita acara hasil tender.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 81

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetrlpkan pemenang
tender sebagai mitra pemanfaatan berd asarkan usulan
panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80
ayat (1) dengan Keputusan Kepala Perangka't Daerah.
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?:ril::i:i
Pasal 82

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:
a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus

kualifikasi;
b. ditemukan bukti/indikasi te{adi persaingan tidak

sehat;

c. dokumen pemilihan tidak sesuai dr:ngan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atatr

d. calon mitra mengundurkan diri.
(2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada

peserta calon mitra.

Bagian Ketiga

Iender Ulang

Pasal 83

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulemg apabila:
a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82 ayat (1); atau
b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari

3 (tiga) peserta.

(2) Terhadap tender yang dinyatakan pzmitia pemilihan

sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera

melakukan pengumuman ulang di media. massa nasional

dan uebsite Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat 12) terdapat paling sedikit 3 (tiga.) orang peserta

calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme

tender.

Bagian Keempat

Seleksi Langsung

Pasal 84

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengrrmuman ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), peserta

calon mitra yang mengikuti tender ular'l.g terdiri atas 2
(dua) peserta, maka panitia pemilih:rn menyatakan

tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi

langsung.
(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra
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yang mengikuti tender ulang sebagirimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas:

a. pembukaan dokumen penaw:rran;

b. negosiasi; dan
c. pengusulan calon mitra k€rpada Pengelola

Barang/ Pengguna Barang.

(4) Proses dalam tahapan seleksi langsunS; dilakukan seperti

halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam

Pasal72.

Pasal 85

(1) Negosiasi dilakukan terhadap telnis pelaksanaan

pemanfaatan dan konsep materi perjanjian.

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud pa,Ca ayat (1), untuk
pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan
terhadap porsi bagian pemerintah daerah dari objek
BGS/BSG yang dilakukan pemanfaata:n.

(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG,

termasuk perubahan yang mengakitratkan penumnan
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk
pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan untuk
pemanfaatan BGS/BSG dilarang untul< dinegosiasikan.

(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi

dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara
negosiasi yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan
peserta calon mitra.

Pasal 86

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitirm terhadap berita
acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil
negosiasi masing-masing peserta calon mitra.

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon
mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola

Barang/ Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan
sebagai mitra.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud padeL ayat (2) disertai
dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen
pemilihan.
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Bagran Kelima
Penunjukan Langsung

Pasal 87

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), peserta

calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri
atas 1 (satu) peserta, maka paeitia pemilihan

menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya
melakukan penunjukan langsung.

(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon

mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 berlaku mutatis mutandis terhadap
proses dalam tahapan penunjukan langsung.

Pasal 88

Tahapan penunjukkan langsung dan proserr dalam tahapan
penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

87 ayat (2) dan ayat (3), berlaku mutatis mrltandis terhadap
penunjukkan langsung pada KSP atas BI\{D yang bersifat
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (21.

BAB IX

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 89

(1) Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan:
a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang

belum/tidak dilakukan penggunaan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka

menunjang tugas dan fungsi Pe:egguna Barang;
dan/atau

c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara
tidak sah.

(2) Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan
Pemerintah Daerah dan tidak menggan ggu pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
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Pasal 90

(1) BMD yang dapat disewa berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan

oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
b. sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih

digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
c. selain tanah/ bangunan.

(2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

(4) Pihak lain yang dapat menyewa BMD, meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Swasta; dan
d. Badan hukum lainnya.

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada aJr61 (4) huruf c,

antara lain:
a. peroranSan;

b. persekutuan perdata;

c. persekutuan firma;
d. persekutuan komanditer;
e. perseroan terbatas;
f. lembaga/organisasi internasional/asing;
g. yayasan; atau
h. koperasi.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Sewa

Pasal 91

(1) Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun
sejak ditandatangani pe{anjian dan dapat diperpanjang.

(2) Jangka waktu sewa BMD sebagaimana ,Cimaksud pada

ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tah un dan dapat

diperpanjang untuk:
a. ke{a sama infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang

memerlukan waktu sewa lebih dari li (lima) tahun;
atau

c. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan
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perundang-undangan.

(3) Jangka waktu sewa BMD untuk kegiatan dengan

karakteristik usaha yang memerlukan l,:bih dari 5 (lima)

tahun sebagaimana dimaksud pada etyat (21 huruf b

dilakukan berdasarkan perhitungan tLasil kajian atas

sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

(4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang

dikelompokkan sebagai berikut:
a. per tahun;
b. per bulan;
c. per hari; atau
d. perjam.

(5) Jangka waktu sewa BMD dalam rangka kerja sama

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a pating lama l0 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang

1 (satu) kali.

Pasal 92

Lingkup pemanfaatan BMD dalam rang;ka kerl'a sama

infrastruktur dapat dilaksanakan melahri sewa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-unilangan.

Bagian Ketiga

Formula Tarif/ Besaran Sewa

Pasal 93

(1) Formula tarif/besaran sewa BMD ditetapkan oleh Bupati:
a. untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan
b. untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan

dengan berpedoman pada kebijakan
pengelolaan BMD.

(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud. pada ayat (1)

adalah besaran nilai nominal sera BMD yang
ditentukan.

(3) Besaran s€wa atas BMD untuk KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) humf a atau untuk
kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan
waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dapat
mempertimbangkan nilai keekonomian dari
masing-masing jenis infrastruktur.

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomiar:1, sebagaimana
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dimaksud pada ayat (3) antara lain dengan

mempertimbangkan daya beli/kemamlruan membayar

(abilitg to pagl masyarakat dan/ atau kenrauan membayar

(willingne ss to pagl masyarakal.

Pasal 94

Formula tarif sewa BMD merupakan hasil perkalian dari:

a. tarif pokok sewa; dan

b. faktor penyesuaian sewa.

Pasal 95

(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksurl dalam Pasal 94

huruf a adalah hasil perkalian antara rtilai indeks BMD

dengan luas tanah dan/ atau bangunar:L dan nilai wajar

tanah dan/ atau bangunan.
(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksr.rd pada ayat (1),

dibedakan untuk:
a. BMD berupa tanah;
b. BMD berupa bangunan;
c. BMD berupa sebagian tanah dan bangunan; dan

d. BMD selain tanah dan/atau bangunarr.
(3) Tarif pokok sewa BMD berupa tanah dan/ atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
dan huruf c dapat termasuk formula se:wa BMD berupa
prasar€rna bangunan.

(4) Tarif pokok sewa BMD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 96

(1) Tarif pokok sewa untuk BMD berupa tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a merupakan
hasil perkalian dari:
a. faltor variabel sewa tanah;
b. luas tanah (Lt); dan
c. nilai tanah (Nt).

(2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimanaL dimaksud pada
ayat (1) huruf a besarannya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau
sertifikat tanah.

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan nilai wajar atas tanah.
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Pasal 97

(1) Luas tanah sebagaimana dimaksud rlalam Pasal 96

ayat (3) dihitung dalam meter persegi.

(2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah,

maka luas tanah sebagaimana dimaksu<l dalam Pasal 96

ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah yang

disewakan.
(3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan

memiliki dampak terhadap bagian tan:rh yang lainnya,

maka luas tanah sebagaimana dimaksu<l dalam Pasal 96

ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang

diyakini terkena dampal< pemanfaatarl terrsebut.

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud rlalam Pasal 96

ayat (4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 98

(1) Tarif pokok sewa untuk BMD be:rupa bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b
merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel sewa bangunan;
b. luas bangunan (lb); dan
c. nilai bangunan.

(2) Dalam hal sewa bangunan term€.suk prasarana

bangunan, maka tarif pokok sr:wa bangunan
ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.

Pasal 99

(1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a ditetapkem oleh Bupati.

(2) Luas bangunan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 98
ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai
gambar dalam meter persegi.

(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (1) hurufc merupakan nilai wajar atas bangunan.

Pasal 100

(l) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagran
dari bangunan, luas bangunan sebagai mana dimalsud
dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b adallh sebesar luas
lantai dari bagran bangunan yang disewakan.

(2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang
disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan
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yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b dapat

ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang

diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98

ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah pr:r meter persegi.

Pasal 101

(1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa

sebagian tanah dan bangunan sebaga.mana dimaksud
dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c roerupakan hasil
penjumlahan dari:
a. tarif pokok sewa tanah; dan
b. tarif pokok sewa bangunan.

(2) Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis
mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 96 dan
Pasal 97.

(3) Penghitungan tarif pokok sewa bangurran sebagaimana

dimal<sud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis
mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 98, Pasal 99

dan Pasal 100.

Pasal 102

(1) Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Paserl 98 ayat (21

merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel sewa prasarana banguinan; dan
b. nilai prasarana bangunan (Hp).

(2) Faktor variabel sewa prasarana bangulran sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) huruf a ditetalckan sama besar
dengan faktor variabel sewa bangunan.

(3) Nilai prasarana bangunan sebagaimanil dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan nilai wajar atas prasarana
bangunan.

(4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Pasal 103

(1) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 huruf b meliputi:
a. jenis kegiatan usaha penyewa;
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
c. periodesitas sewa.
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(2) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dihitung dalam persentase.

(3) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati.

Bagran Keempat

Jenis Kegiatan Usaha PenYevra

Pasal 104

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 103 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a. kegiatan bisnis;

b. kegiatan non bisnis; dan

c. kegiatan sosial.
Pasal 105

(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104 huruf a diperuntukkan ba13i kegiatan yang

berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
a. perdagangan;

b. jasa; dan
c. industri.

(2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan
yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang

diberikan namun tidak mencari keunturrgan, antara lain:
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya

dalam jumlah tertentu atau t:rdapat potensi
keuntungan, baik materil (fisik) maupun immaterial
(non fisik);

b. penyelenggaraan pendidikan nasionalr,

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegalrai atau fasilitas
yang diperlukan dalam rangka menrLnjang tugas dan
fungsi Pengguna Barang; dan

d. kegiatan lainnya yang memenuhi krite,ria non bisnis.
(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104 huruf c diperuntukkan ba1$ kegiatan yang
tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan
dan/atau tidak berorientasi menceLri keuntungan,
antara lain:
a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut

biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
b. kegiatan sosial;
c. kegiatan keagamaan;
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d. kegiatan kemanu siaan;

e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan; dan

f. kegiatan lainnya yang memenuhi krite:ria sosial.

Bagran Kelima

Perjanjian Sewa

Pasal 106

(l) Penyewaan BMD dituangkan dalam pefrrnjian sewa yang

ditandatangani oleh penyewa dan:

a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola

Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada

Pengguna Barang.
(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat:

a. dasar perjanjian;

b. para pihak yang terikat dalam perjaniian;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan

jangka waktu;
d. besaran dan jangka waktu siewa, termasuk

periodesitas sewa;

e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu s,ewa;

f. peruntukan sewa, termasuk kelomp,ok jenis kegiatan
usaha dan kategori bentuk kelembag;ean penyewa;

g. hak dan kewajiban para pihak; dan
h. hal lain yang dianggap perlu.

(3) Penandatanganan perjanjian sew€r sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan
pe{anjian sewa ditanggung oleh penyewa.

Bagian Keenam

Pembayaran Sewa

Pasal 107

(1) Hasil sewa BMD merupakan penerimaan daerah dan
seluruhnya wajib disetorkan ke rekening
Kas Umum Daerah.

(2) Penyetoran ua.ng sewa harus dilakukan sekaligus secara
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tunai paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum

ditandatanganinya pedanjian sewa BMD.

(3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dapat dilakukan dengan crra pembayaran

secara tunai kepada bendahara penerimaan atau

menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan

bukti setor sebagai salah satu dokumen dan tercantum

dalam Lampiran yang menjadi bagan tidak terpisahkan
dari pef anjian sewa.

Pasal 108

(l) Dikecualikan dari ketentuan sebagai:mana dimaksud
dalam Pasal 1O7 ayat (2), penyetoran uang sewa BMD

untuk KSP dapat dilakukan secara bertahap dengan

persetujuan Pengelola Barang.
(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Brrpati.
(3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian
Sewa.

(4) Penyetoran u€rng sewa BMD srsca.ra bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d ilakukan dengan
memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap
pembayaran berdasarkan besaran sr-'wa BMD hasil
penghitungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 103.

(5) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat meminta masukan dari Penilai.
(6) Penyetoran uang sewa BMD secara bertahap

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang
cukup dari aspek finansial untuk nrembayar secara
sekaliglrs yang dibukdkan dengan surat pernyataan.

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

ditandatangani oleh penyewa yang paling sedikit memuat
keterangan mengenai ketidakmampuem tersebut dan
pernyataan tanggung jawab untuk rnembayar lunas
secara bertahap.
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Bagian Ketujuh
Pepanjangan waktu Sewa

Pasal 109

(1) Jangka waktu sewa BMD dapat diper:panjang dengan

persetujuan:

a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola

Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada

Pengguna Barang.
(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan

jangka waktu sewa kepada:

a. Bupati, untuk BMD pada Pengelola Bzrang; dan
b. Pengelola Barang, untuk BMD pada Pr:ngguna Barang.

(3) Pengajuan permohonan perpanjangarr jangka waktu
sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan
dengan ketentuan:
a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun,

permohonan perpanjangan harus dirampaikan paling
lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka

waktu sewa;

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan
harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya jangka waktu sr:wa;

c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan
harus disampaikan paling lambat l0 (sepuluh) hari
sebelum berakhirnya jangka waktu s:wa; dan

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam,
permohonan harus disampaikan sebelum berakhimya
jangka waktu sewa.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan huruf b diajukan derrgan melengkapi
persyaratan sebagaimana permchonan sewa
pertama kali.

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjang;an jangka waktu
sewa sebagaimana dimaksud pada ayar (3) huruf a dan
huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana
pengajuan usulan sewa baru.

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasa:l 91 ayat (5)

dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. karakteristik jenis infrastruktur;

52



b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur

sesuai dengan ketentuan peratul:an perundang-

undangan; dan

d. pertimbangan lain dari Bupati.

Bagian Kedelapan

Pengakhiran Sewa

Pasal 110

Sewa berakhir apabila:
a. berakhirnyajangka waktu sewa;

b. berlakunya syarat batal sesuai pe{anjian yang

ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa

oleh Bupati atau Pengelola Barang;

c. Bupati atau Pengelola Barang menca.but persetujuan

sewa dalam rangka pengawasan dan perrgendalian; dan

d. ketentuan lain sesuai dengan keterrtuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 11 1

(1) Penyewa wajib menyerahkan BMD pada saat berakhimya
sewa dalam keadaan baik dan layak c.igunakan secara

optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
(2) Penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan
pengecekan BMD yang disewrilran sebelum
ditandatanganinya Berita Acara SeralL Terima (BAST)

guna memastikan kelayakan kondisi BMD bersangkutan.
(4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ililakukan setelah
semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang

Pasal 112

(1) Calon Penyewa mengajukan surat perrnohonan disertai
dengan dokumen pendukung.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memuat:

a. data calon penyewa;

b. latar belakang permohonan;
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c. jangka waldu penyewaan, tennasuk periodesitas sewa;

dan
d. peruntukan sewa.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari:

a.pernyataan/persetujuan dari p,:milik/pengurus,

perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa

pemilik/pengurus dalam hal calon pe nyewa berbentuk

hukum/ badan usaha;

b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk
menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti
ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa;

dan
c. data BMD yang diajukan untuk dilaku.kan sewa.

Pasal 113

(1) Data calon penyewa sebagaimana ilimaksud dalam

Pasal 112 ayat(21 hurufa terdiri dari:
a. fotocopy KTP;

b. fotocopy NPWP;

c. fotocopy SIUP; dan
d. data lainnya.

(2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon
penyewa hanya dibuktikan dengan fotocopy KTP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112

ayat (3) huruf c terdiri dari:
a. foto atau gambar BMD, berupa:

1. gambar lokasi dan/ atau sife plan tanah dan/atau
bangunan yang akan disewa; dan

2. foto bangunan dan bagran bangunan yang

akan disewa.
b. alamat objek yang akan disewakan; drrn/atau
c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang

akan disewakan.
Pasal 114

(1) Pengelola Barang melakukan penelitiar. terhadap surat
permohonan dan dokumen pendukutrg sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ll2 untuk menguji atas
kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon
penyewa.

(2) Dalam melakukan penelitian terhadap b arang yang akan
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disewa/data BMD yang diajukan untul: dilakukan sewa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll2l' ayat (3) huruf c,

Pengelola Barang dapat meminta kel.erangan kepada

Pengguna Barang yang menyerahkan BIvID berupa tanah
dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan.

(3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau
Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewa

guna memperoleh nilai wajar BMD berupa tanah
dan /atau bangunan yang akan disewakzur.

(4) Penilai publik sebagaimana dimaksucl pada ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Hasil penilaian berupa nilai wajer sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok

sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 adalah
perhitungan besaran sewa.

(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksu,l pada ayat (5)

digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan
kajian kelayakan penyewaan sebagai:nana dimaksud
pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

(7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

(8) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa ca-lon

penyewa dalam waktu yang bersanaaan, Pengelola

Barang menentukal penyewa dengan rlidasarkan pada

pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan
BMD serta usulan sewa yang paling menguntungkan
Pemerintah Daerah.

(9) Berdasarkan hasil penelitian sebagairnana dimaksud
pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan
permohonan sewa BMD kepada Bupati untuk
mendapat persetujuan.

Pasal 115

(1) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan sewa
yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil
penelitian dan kajian kelayalan penyewa.an sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (9).

(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut,
Bupati menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang
mengajukan permintaan sewa dengan dis,ertai alasan.

(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati
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menerbitkarl surat persetujuan penyewEun BMD berupa

tanah dan/atau bangunan.
(4) Surat persetujuan penyewaan BMD berupa tanah

dan/atau bangunan sebagaimana rlimaksud pada

ayat (3) paling sedikit memuat:

a. data BMD yang akan disewakan;
b. data penyewa;

c. data sewa, antara lain:
1. besaran tarif sewa; dan
2. tanggung jawab/hak dan kewajib;an Penyewa dan

Pemerintah Daerah; dan

3. jangka waktu.
(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat

persetujuan sewa BMD berupa tanah dan/atau
bangunan merupakan nilai hasil perhitungan

berdasarkan formula tarif sewa.

(6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh

calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari
hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa,

besaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa adalah sebesar usukrn besaran sewa

dari calon penyewa.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang

Pasal 116

Pengguna Barang dapat membentuk Tinr dalam rangka
pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan ulsulan sewa.

Pasal 117

(1) Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113

berlaku mutatis mutandis terha<lap pengajuan
permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna
Barang.

(2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan
penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengguna Barang melakukan penilaiarL terhadap BMD
berupa sebagian tanah dan/atau bangrrnan atau selain
tanah dan/atau bangunan yang akan disewalan.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud ,pada ayat (3)
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dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publil: yang ditetapkan
oleh Bupati, untuk BMD berupa tanah dan/ atau
bangunan; dan

b. Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat
melibatkan penilai yang telah ditetap kan oleh Bupati,
untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan
permohonan sewa BMD kepada Pengelola Barang untuk
mendapat persetujuan.

Pasal 1 18

(1) Usulan permohonan sewa sebagaimana rlimaksud dalam
Pasal 117 ayat (5) disertai:
a. data BMD yang diusulkan;
b. usulan jangka waktu sewa;

c. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran

sewa;

d. surat pernyataan dari Pengguna Baran,g; dan

e. surat pernyataan dari calon penyewa.

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan

berdasarkan permohonan dari calon ;cenyewa, maka

usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu

disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (llhurufe.
Pasal 119

(l) Surat pernyataan Pengguna Barang; sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) hurul'd, menyatakan

bahwa:

a. BMD yang akan disewakan tidak setlang digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD/unit kerja; dan

b. penyewaan BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan

tugas dan fungsi SKPD/unit keda.
(2) Surat pernyataan calon penyewa sebagairnana dimaksud

dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa

calon penyewa bersedia untuk menjaga clan memelihara

BMD serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama
jangka waktu sewa.
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Pasal 120

(1) Pengelola Barang melakukan penelitiarL atas kelayakan

penyewaan yang diusulkan Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5).

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta
keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan

sewa,

(3) Pengelola Barang dapat menugaskart Penilai untuk
melakukan penilaian guna menghitung nilai wajar atas

nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki
keyakinan yang memadai bahwa:

a. luas tanah dan/ atau bangunan yang disewakan tidak
mencerminkan kondisi peruntukan sewa; atau

b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan

menggunakan formula sewa diangglap sangat jauh
berbeda dengan kondisi pasar.

(4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) diperlakukan
sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 dalam penghitungan besaran sr:wa.

(5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan
BMD berupa selain tanah dan/atau bar:.gunan, Pengelola

Barang melakukan penelitian atas besaran sewa yang
diusulkan oleh Pengguna Barang.

(6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan berpedomeLn pada standar
penilaian dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dipergunakal oleh Pengelola Barang dalam melakukan
kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian
dibebankan pada APBD.

Pasal 121

(1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetrrjui permohonan
sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l2O ayat (5), I)engelola Barang
memberitahukan kepada pihak yai:rg mengajukan
permintaan sewa dengan disertai alasan,
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(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui p,ermohonan sewa

yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal l2O ayat (5), Pengelola Barang menerbitkan

surat persetujuan penyewaan BMD.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:
a. data BMD yang akan disewakan;

b. data penyewa;

c. data sewa, antara lain:
I . besaran tarif sewa; dan
2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

(4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna

Barang tidak disertai data calon penyewa, maka
persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa BMD berupa tanah dan /atau
bangunan merupakan nilai hasil perhitungan
berdasarkan formula tarif sewa.

(6) Apabila usulan niiai sewa yang diajukan oleh calon
penyewa dan/ atau Pengguna Barang lebih besar dari
hasil perhitungan sebagaimana dimaksrrd pada ayat (5),

maka besaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa untuk BMD berupa sebagian tanah
dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa

dari calon penyewa dan/ atau Pengguna Barang.
(7) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat

persetujuan sewa BMD berupa selain tanah dan/atau
bangunan berdasarkan nilai sewa.

Pasal 722

(1) Pengguna Barang melaksanakan se'iva berdasarkan
persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal l2l ayal (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak
dikeluarkannya persetujuan sewa oleh
Pengelola Barang.

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna
Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l2l ayat (4), Fengguna Barang
mengupayakan agar informasi menge:nai pelaksanaan
sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperoleh dengan mudah dan jetas oleh para
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calon penyewa.
(3) Dalam hal terdapat usulan sewa darj beberapa calon

penye\Ma dalam waktu yang bersanraan, pengguna
Barang menentukan penye.isa dengan
mempertimbangkan aspek pengamanan dan
pemeliharaan BMD serta pertimbangem usulan sewa
yang dianggap paling menguntungkan.

Bagian Kesebelas
Pemeliharaan Sewa

Pasal 123

(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMD yang
disewa.

(2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari
pemakaian dan pemanfaatan BMD menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dari penyewa.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat {21

ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki
barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud. pada ayat (3)

harus sudah selesai dilaksanakan paling lama pada saat

berakhirnya jangka waktu sewa.

(5) Dalam hal BMD yang disewa rusak akibal: keadaan kahar
(force majeut), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan
kesepakatan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang

dan Penyewa.

Bagan Keduabelas

Perubahan Bentuk BMD

Pasal 124

(1) Perubahan bentuk BMD dilakukan dengan persetujuan:

a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola

Barang; dan
b. Pengelola barang, untuk BMD yang berada pada

Pengguna Barang.

(2) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dinaksud pada

ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar
bangunan.

(3) Dalam hal perubahan bentuk BMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 mengakib,atkan adanya
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penambahan, bagian yang ditambahkeLn menjadi BMD

dan disertakan dalam BAST pada sraat berakhirnya
jangka waktu sewa.

Bagian Ketigabelas

Ganti Rugi

Pasal 125

Dalam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan yang

disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib

melakukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagial Keempatbelas

Sanksi Administratif

Pasal 126

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat
teguran apabila:
a. penyewa belum menyerahkan BMD yang disewa pada saat

berakhirnya jangka waktu sewa;

b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123

ayat (4) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai

menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau
c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125

belum selesai dilaksanakan paling lama sebelum

berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 127

(l) Dalam hal penyerahan, perbail,:an, dan/atau
penggantian BMD belum dilakukan terhitung 1 (satu)

bulan sejak diterbitlannya surat teguran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 126, penyewa dikenakan sanksi
administratif berupa surat peringatal.

(2) Dalam hal penyerahan, perbaik.an, dan/atau
penggantian BMD belum dilakukan terhitung 1 (bulan)

sejak diterbitkannya surat peringata.n sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi
administratif berupa denda, sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangr.n.
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BAB X

TATA CARA PINJAM PAKAI

Brgian Kesatu

Umum

Pasal 128

(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkaa BMD yang behrm atau tidak

dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pengguna Barang; dan

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

(2) Peminjafn pakai dilarang untuk melaku kan pemanfaatan

atas objek pinjam pakai.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Pinjam Pakai

Pasal 129

(1) Pinjam pakai BMD dilaksanakan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah atau €ntar Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan 1>emerintahan.

(2) Pelaksanaan pinjam pakai BMD dilakuka.n oleh:

a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada

Pengelola Barang; dan
b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada

Pengguna Barang.
(3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Peregelola Barangl

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga

Objek Pinjam Pakai

Pasal 130

(1) Objek pinjam pakai meliputi BMD berupa tanah
dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau
bangunan yang berada pada Pergelola Barang/
Pengguna Barang.

(2) Objek pinjam pakai BMD berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
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Bagian KeemPat

Jangka Waktu Pinjam Pakai

Pasal 131

(1) Jangka waktu pinjam pakai BMD palirrg lama 5 (lima)

tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) krli.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 128 ayat(ll.
(3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akrn diperpanjang,

permohonan perpanjarlgan jangka waktu pinjam pakai

disampaikan kepada Pengelola Barang/ I)engguna Barang

paling lama 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam
pakai berakhir.

(4) Dalam hal permohonan perpanjangarr jangka waktu
pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barangl
Pengguna Barang melewati batas walitu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan
dengan mengikuti tata cara pern:Lohonan pinjam
pakai baru.

Bagran Kelima
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 132

(l) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai
dapat mengubah bentuk BMD, sepanjang tidak
mengakibatkan perubahan fungsi dan,/atau penurunan
nilai BMD.

(2) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. tanpa disertai dengan perubahan hntuk dan / atau

konstruksi dasar BMD; atau
b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau

konstruksi dasar BMD.
(3) Usulan perubahan bentuk BMD sebagrdmana dimaksud

pada ayat (2l,, dilakukan dengrn mengajukan
permohonan perubahan bentuk oleh peminjam pakai
kepada:

a. Bupati, untuk BMD yalg berada pada Pengelola
Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada
Pengguna Barang.
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(4) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada

ayat {21 huruf b, dita}ukan setelah mendapat

persetujuan Bupati.

Bagian Keenam

Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal 133

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam peg'anjian

serta ditandatangani oleh :

a. peminjam pakai dan Bupati, untuk IIMD yang berada

pada Pengelola Barang; dan

b. peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk BMD

yang berada pada Pengguna Barang.
(2) Pe4'anjian sebagaimana dimaksud pad,a ayat (1) paling

sedikit memuat:
a. para pihak yang terikat dalam pe{aniian;
b. dasar perjanjian;
c. identitas para pihak yang terkait dalam pedanjian;
d. jenis, luas atau jumlah barang yang rlipinjamkan, dan

jangka waktu;
e. tanggung jawab peminjam atas biayeL operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

f. hak dan kewajiban para pihak; dan
g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(3) Salinan pe{anjian pinjam pakai disampaikan kepada
Pengguna Barang.

Bagran Ketujuh
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Palai BMD

Pada Pengelola Barang

Pasal 134

(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam
pakai kepada Pengelola Barang.

(2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
pinjam pakai sebagaimana dimaksud pa,1a ayat (1).

(3) Penelitian atas permohonaa pinjam pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya

penggunaan BMD;

b. tujuan penggunaan objek pinjam pakrri; dan
c. jangka waktu pinjam pal<ai.
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(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksu.d pada ayat (3)

merupakan dasar pertimbangan Bupati dalam

memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan

pinjam pakai.

Pasal 135

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 134 ayat (3), Pengelola Bar:ang mengajukan

permohonan persetujuan pinjam pakai l:epada Bupati.
(2) Permohonan persetujuan pinjam pakrri paling sedikit

memuat:
a. pertimbangan yang mendasari pennohonan pinjam

pakai;

b. identitas peminjam pakai;

c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

d. rincian data objek pinjam pakai yang rlibutuhkan; dan
e. jangka waktu pinjam pakai.

(3) Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/atau
bangunan atau sebagian tanah danT'atau bangunan,
rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d, termasuk luas ,Can lokasi tanah
dan/ atau bangunan.

(4) Apabila objek pinjam pakai berup,a selain tanah
dan/ atau bangunan, rincian data obj,ek pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk
nama dan jumlah BMD.

Pasal 136

(1) Pemberian persetujuan/penolakan ol:h Bupati atas
permohonan pinjam pakai dilal<ukan dengan
mempertimbangkan:
a. BMD yang dimohon dalam kondisi trclum atau tidak

sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola
Barang; dan

b. BMD yang dimohon akan diggnakan untuk
menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah
Pusat/Pemerintahan Daerah lainnya.

(2) Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam palai,
Bupati menerbitlan surat persetujuan p:injam pakai.

(3) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, paling sedikit memuat:
a. identitas peminjam pakai;
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b. data objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan

d. kewajiban peminjam pakai.

(4) Apabila Bupati tidak menyetujui pennohonan pinjam

pakai, Bupati menerbitkan surat penolakan pinjam pakai

kepada calon peminjam pakai dengan disertai alasan.

Pasal 137

(l) Pelaksanaan pinjam pakai BMD dirtuangkan dalam
perjanjian pinjam pakai yang ditandatarrgani oleh Bupati
dan Peminjam pakai.

(2) Pelanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditindaklanjuti dengan penyerahan ob.1ek pinjam pakai

dari Pengelola Barang kepada peminjam pakai yang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terrima (BAST).

Pasal 138

(l) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai
wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam
pakai dengan biaya yang ditrebankan pada

Peminjam pakai.
(2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam

pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang
akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.

(3) Datam hal pinjam pakai akan diperpa.njang, peminjam
pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka
waktu pinjam pakai kepada Pengelola E,arang.

(4) Pengelola Barang menyampaikan pengajuan
permohonan persetujuan perpanjangerr pinjam pakai
kepada Bupati.

(5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan
pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilampiri dengan:
a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari

Bupati;
b. surat pernyataan dari peminjam pa.kai bahwa objek

pinjam pakai masih digunakan u:ntuk menunjang
pelalsanaan penyelenggaraan Pernerintah Pusat/
Pemerintahan Daerah lainnya; dan

c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa
pelaksanaan pinjam pakai tidetk mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
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Pasal 139

(1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam

pakai sebelum masa pinjam pakai beI akhir, peminjam

pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang.

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

BAST.

(3) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam BAST.

(4) Pengelola Barang melaporkan BASiT sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam J?akai

BMD Pada Pengguna Barang

Pasal 140

(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam
pakai kepada Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permoht>nan persetujuan
pinjam pakai sebagaimana dimaksucl pada ayat (1)

kepada Bupati melalui Pengelola Bar,ang berdasarkan
permohonan dari calon peminjam pakai dengan

melampirkan:
a. surat permohonan pinjam pakai dari. calon peminjam

pakai;

b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa
pelaksanaan pinjam pakai tideLl< mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; dan
c. data objek pinjam pakai, antara lairr kartu identitas

barang, untuk BMD yang :memiliki kartu
identitas barang.

(3) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna
Barang paling sedikit memuat:
a. pertimbangan yang mendasari pennohonan pinjam

pakai;

b. identitas peminjam pakai;
c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
d. rincian data objek pinjam pakai yrrng dibutuhkan,

termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan;
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dan
e. jangka waktu pinjam pakai.

Pasal 141

(1) Pengelola Barang melakukan penelitial atas permohonan
persetujuan pinjam pakai dari pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam pasal l4O ayat(21.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya

penggunaan BMD;
b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
c. jangka waktu pinjam pakai.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (21

disampaikan Bupati sebagai dasar pertimbangan
persetujuan/ penolakan permohonan persietujuan pinjam
pakai oleh Bupati.

Pasal 142

(1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas
permohonan pinjam pakai dilakrrkan dengan
mempertimbangkan:
a. BMD yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak

digunakan untuk tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

b. BMD yang dimohon akan digunakan urrtuk menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah

Pusat/Pemerintahan Daerah lainnya; drm

c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya pe4'anjian pinj am palai.

(2) Dalalr, hal Bupati menyetujui permohonem pinjam palai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l4O ayat (2), Bupati
menerbitkan surat persetujuan pinjam peLkai yang paling

sedikit memuat:
a. identitas peminjam pakai;

b. data BMD objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan
d. kewajiban peminjam pakai.

(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui perrnohonan pinjam
pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat {2\,
Bupati melalui Pengelola Barang nremberitahukan
kepada Pengguna Barang disertai alasannya.

Pasal 143

(1) Pelaksanaan pinjam pakai BMD yang; berada pada
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Pengguna Barang dituangkan da-lam perjanjian pinjam
pakai antara Pengelola Barang dengan p,eminjam pakai.

(2) Pedanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam
pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam pakai
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BASr).

(3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai
wajib memelihara dan mengamankan olrjek pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan biaya yang

dibebankan pada peminjam pakai.
(4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai be::akhir, peminjam

pakai harus memberitahukan kepada l)engguna Barang
akan menga-khiri atau memperpanjang pinjam pakai.

(5) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam
pakai mengajukan permohonan perp:tnjangan jangka
waktu pinjam pakai kepada Pengguna Barang.

(6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan
permohonan persetujuan perpanjanga:r pinjam pakai
kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan
pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilampiri dengan:

a. surat persetujuan piruam pakai sebelumnya dari
Bupati;

b. surat pernyataan dari peminjam palai bahwa objek
pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/
Pemerintahal Daerah lainnya; dan

c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa
pelaksanaan pinjam pakai tidal< mengganggu

pelaksanaan tugas dan fungsi lrenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, dalam hal pinjam pakai

dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 144

(1) Dalam hal peminjam pakai akan merrgakhiri pinjam
pakai sebelum masa pinjam pakai bera.khir, peminjam
pakai harus memberitahukan kepada Pen gguna Barang.

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST).
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(3) Pengguna Barang melaporkan Berita Ac ara Serah Terima

(BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

Bupati melalui Pengelola Barang.

BAB XI

TATA CARA PEI{YIMPANAN DOKUMEN KEPEMILIKAN BMD

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 145

(1) Dokumen kepemilikan BMD meliputi dokumen bukti
kepemilikan atau dokumen yang setara.

(2) Dokumen bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. sertifikat BMD berupa tanah; dan
b. bukti kepemilikan lain untuk BMD selain tanah, yang

sesuai dengan ketentuar:L peraturan
perundang-undangan wajib dilengkaLpi dengan bukti
kepemilikan.

(3) Dokumen yang setara dengan dokumen bukti
kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
BMD berupa tanah antara lain:
a. girik;
b. letter c;

c. akta jual beli; dan
d. akta pelepasan hak.

Pasal 146

(1) Dokumen pendukung kepemilikan BMD disimpan
menjadi 1 (satu) berkas dengan dokumen
kepemilikan BMD.

(2) Dokumen pendukung bukti kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. untuk BMD belanja APBD, antara lain:

1. dokumen perencanaan kerbutuhan dan
penganggaran;

2. dokumen penyediaan anggaran;
3. dokumen pelaksanaan anggaran berupa kontrak,

pencairan dana, BAST, Final .Hand Ouer, dan
dokumen Rencana Anggaran Biayrr;

4. surat izin mendirikan bangunan/persetujuan
bangunan gedung;

5. gambar yang dihasilkan setelah proses pekery'aan
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konstruksi selesai (as built alrauhqll beserta

dokumen pendukungnya, antara lein;

a) denah situasi (kaw asan I siteplattl;

b) tampak;
c) potongan;

d) gambar detail;
e) berita acara laPangan;

f) gararsi produk; dan
g) manual operation;

b. Untuk BMD yang berasal dari p,erolehan lainnya

yang sah, antara lain:
1. dokumen asal perolehan BMD;

2. surat izin mendirikan bangunan;

3. gambar yang dihasilkan setelah proses pekerjaan

konstruksi selesai (o.s bllilt drauing\ beserta

dokumen pendukungnya, antara lain:

a) denah situasi (kawasan / sit e pla'.n\;

b) tampak;
c) potongan;

d) gambar detail;
e) berita acara lapangan;

f) garansi produk; dan
gl manual operation;

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dapat berbentuk asli atau fotocopy dengan

dilampiri sofi copy.

Bagian Kedua

Dokumen Pengelolaan BMI)

Pasa] 147

(1) Dokumen pengelolaan BMD atas BMD yang memiliki
bukti kepemilikan, disimpan menjadi szrtu berkas dengan

dokumen kepemilikan BMD.
(2) Dokumen pengelolaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:
a. keputusan dan/atau surat persetu.juan penggunaan

BMD;

b. surat persetujuan pemanfaatan BMD;

c. surat persetujuan pemindahtanganan BMD;

d. surat persetujuan pemusnahan BMD; dan
e. surat persetujuan penghapusan BMDI;

(3) Dalam hal dokumen kepemilikan BMD sudah tidak
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dikuasai pengelola barang atau Pengguna Barang/ Kuasa

Pengguna Barang, dokumen pengelolei BMD disimpan

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang kearsipan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMD

Pasal 148

(1) Penyimpanan dokumen kepetnilikan BMD

dilaksanakan oleh:

a. Pengelola Barang untuk kepemilikan BMD berupa

tanah dan/atau bangunan; dan
b. Pengguna Barang/Kuasa Penggunre Barang untuk

dokumen kepemilikan BMD selain tanah dan/atau
bangunan.

(2) Dalam melaksanakan penyimpanan dokumen
kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
a. Pengelola Barang atau Penggunil Barang/ Kuasa

Pengguna Barang menunjuk pejabat penyimpan dan
petugas penyimpan; dan

b. Pengelola Barang atau Pengguner Barang dapat
membentuk unit penyimpanan dokumen
kepemilikan BMD.

Pasal 149

Petugas Penyimpan Barang dala:n pelaksanaan
penyimpanan dokumen kepemilikan BMD bertugas sebagai

berikut:
a. melakukan pencatatan, pengkodearr, pemberkasan,

pemeliharaan, pengamanan, dan peng;ecekan dokumen
kepemilikan BMD; dan

b. membantu pejabat penyimpan dalam melakukan:
penamaan;
peminjaman;
koordinasi upaya pengambilan;
penggandaan;

pengurusan penggantian ;

pengembalian;
pelaporan penyimpanan; dan
alih media.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Bagian Keempat

Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMD Oleh Pihak Ketiga

Pasal 150

(1) Dalam melaksanakan penyimpanan k,epemilikan BMD,

Pengelola Barang dapat menunjuk pihak ketiga.

(2) Penunjukan pihak ketiga sebagaimaneL dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Penglelola Barang:

a. tidak memiliki prasana dan sara;na penyimpanan

dokumen yang memadai; dan
b. tidak menghapuskan kewenangan dan tanggung jawab

Pejabat Penyimpan dan Petugas Penyimpan.

Pasal 151

(1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150

ayat (1) merupakan lembaga daerah atau badan hukum
yang bergerak di bidang penyimpanal dokumen/arsip
yang memadai.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud parla ayat (1) harus:
a. melakukan penyimpanan dokumen l<epemilikan BMD

sebatas hal-hal yang dipe{anjikan; dem

b. bertanggung jawab mengamakan firsik dan menjaga
kerahasiaan dokumen kepemilikan BIvID.

(3) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana di maksud pada

ayat (21 merupakan lembaga daerah, pengelola barang
melakukan penunjukan langsung kepada lembaga
daerah yang dimaksud untuk melakukan penyimpanan
dokumen kepemilikan BMD.

(4) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan badan hukum u:ntuk melakukan
penyimpanan dokumen kepemilikan EIMD berpedoman
pada ketentuan peraturan perunda.ng-undangan di
bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 152

Hal yang dipe{anjikan dengan pihak ker-iga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a memuat:
a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian:
c. tujuan perjanjian;
d. ruang lingkup perjanjian;
e. pelaksanaan perjanjian;
f. pembiayaan pelaksanaan perjanjian;
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g. objek yang dipe{anjikan;
h. jangka waktu perjanjian;

i. hak dan kewajiban para pihak yan.g terikat dalam
pe{anjian;

j. force majanre;

k. ketentuan mengenai pembatalan/beraktLirnya pe{anjian;
1. sanksi; dan
m. penyelesaian perselisihan.

Bagran Kelima

Pelaksanaan Penyimpanan Dokumen Ke1>emilikan BMD

Paragraf 1

Penyerahan Dokumen Kepemilikern BMD

Pasal 153

(1) Penyimpanan dokumen kepemilikan BIvtD diawali dengan
penyerahan kepada pejabat penyimpan.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah dokumen
kepemilikan BMD dikuasai oleh Pengelola Barang atau
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Bana.ng.

Pasal 154

(l) Pengguna barang menyerahkan doku:men kepemilikan
BMD berupa tanah dan/atau bangunan kepada pejabat
penyimpan pada Pengelola Barang.

(2) Dalam hal dokumen kepemilikan BIvID sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) berada pada Kuasa Pengguna
Barang, Kuasa Pengguna Barang menye,rahkan dokumen
kepemilikan BMD kepada Pengguna Barang untuk
selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penyimpan
pada Pengelola Barang.

Paragraf 2

Penerimaan Dokumen Kepemilikan BMD

Pasal 155

Penerimaan Dokumen Kepemilikan BMD dituangkan dalam
BAST dokumen kepemilikan BMD yang dibuat oleh
Pejabat Penyimpan.

Pasal 156

(1) BAST Dokumen Kepemilikan BMD memuat:
a. tanggal dan tempat serah terima dokumen kepemilikan

74



BMD;
b. identitas pihak yang menyeralekan Dokumen

Kepemilikan BMD;

c. identitas Pejabat Penyimpan yang mernerima Dokumen

Kepemilikan BMD;

d. jumlah Dokumen Kepemilikan BMD yang diserahkan;

e. rincian Dokumen Kepemilikan BMD yang diserahkan;

dan
f. sifat otentitas dokumen, yaitu asli, duplikat atau

fotocopy;
(2) BAST Dokumen Kepemilikan BMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

a. pihak yang menyerahkan Dokunren Kepemilikan

BMD;

b. pejabat Penyimpan yang menerima Dokumen

Kepemilikan BMD; dan
c. I (satu) orang saksi dari masing-masing pihak.

(3) BAST Dokumen Kepemilikan BMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling kurang dibuat dalam
rangkap 2 (dua) dan dipelihara serta disimpan oleh

masing-masing pihak.

Paragraf 3

Pencatatan Dokumen Kepemilikan BMD

Pasal 157

(1) Petugas Penyimpan mencatat Dokurren Kepemilikan
BMD yang sudah diterima oleh Pel abat Penyimpan

kedalam Daftar Dokumen Kepemilikan IIMD.
(2) Daftar Dokumen Kepemilikan BMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nomor pendaftaran,
kode lokasi, kode BMD, Nomor Urut P,-'ndaftaran, bukti
kepemilikan, dokumen pendukung btrkti kepemilikan,
dokumen pengelolaan, kode penyitnpanan, status
penyimpanan dokumen, dan kondisi dokumen.

(3) Kode lokasi sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) terdiri
atas kode pengguna barang, kode unil Eselon 2, kode
wilayah, kode kuasa pengguna barang. kode pembantu
kuasa pengguna barang, dan kode jenis kewenangan.

Pasal 158

(1) Dalam hal teqiadi perubahan kepemilikan BMD, Petugas
Penyimpan mencatat perubahan terseburt kedalam daftar
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mutasi Dokumen KePemilikan BMD.

(2) Daftar Mutasi Dokumen Kepemilikan BIvID memuat:

a. tanggal mutasi;
b. dasar mutasi;
c. nomor pendaftaran awal; dan

d. nomor pendaftaran baru.
(3) Nomor pendaftaran baru sebagaimana dimaksud pada

ayat (2\ huruf d hanya diisi dalam hal terjadi perubahan

kepemilikan BMD yang tidak menyebabkan perubahan

Pejabat Penyimpan Dokumen BMD tersr:but.

Paragraf 4

Pengkodean Dokumen Kepemilik:rn BMD

Pasal 159

(1) Petugas penyimpan memberi kode pe:nyimpanan pada

setiap dokumen kepemilikan BMD yang telah dicatat
pada daftar dokumen kepemilikan BMD.

(2) Kode penyimpanan sebagaimana dimal:sud pada ayat (1)

paling sedikit terdiri atas;

a. kode BMD;

b. kode Perangkat Daerah;

c. nomor pendaftaran; dan
d. kode tempat penyimpanan.

(3) Dalam hal tedadi perubahan, petugas penyimpan segera

melakukan kode penyimpanan.
(4) Penyesuaian kode penyimpanan seba;$mana dimaksud

pada ayat (3), didokumentasikan darr dilaporkan oleh
petugas penyimpan kepada pejabat penyimpan.

Paragraf 5

Pemberkasan Dokumen Kepemilik an BMD

Pasal 160

(1) Petugas penyimpan melakukan pembe:rkasan dokumen
kepemilikan BMD dengan cara menempatkan Dokumen
kepemilikan BMD ke dalam suatu himpunan yang
tersusun secara sistematis dan logis sehingga menjadi
1 (satu) berkas.

(2) Pemberkasan dokumen kepemilikan BMD dilalukan
berdasarkan kode penyimpanan sebagrfmana dimaksud
da-lam Pasal 159 ayat (2).

(3) Dokumen kepemilikan BMD disimpzrn selama BMD
dikuasai Pengelola Barang atau Penggu na Barang/Kuasa
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Pengguna Barang.
(a) Dalam hal BMD dihapuskan karena:

a. Pemusnahan; atau

b. sebab-sebab lain, Dokumen kepemilikan BMD

disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang kears ipan.

(5) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

merupakan sebab yang secara nonnal ,Capat diperkirkan
wajar menjadi penyebab penghapusan sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan penrndang-undangan

di bidang penghapusan BMD.

Paragraf 6

Pemeliharaan Dokumen Kepemilil.:an BMD

Pasal 161

Pemeliharaan dokumen kepemilikan BMD dilakukan untuk
menjaga keautentikan, keutuhan, .keamanan, dan

keselamatan dokumen kepemilikan BMD tanpa mengubah
informasi yang terkandung di dalamnya.

Pasal 162

Petugas penyimpan melakukan pemeliharaan dokumen
kepemilikan BMD melalui kegiatan pemeliharaan

Iisik dokumen.
Pasal 163

Pemeliharaan fisik dokumen sebagaiman dimaksud dalam
Pasal 163 dilakukan dengan mengerrdalikan kondisi
area/tempat penyimpanan dan mempr:rbaiki dokumen
kepemilikan BMD yang telah rusak.

Paragraf 7
Pengamanan Dokumen Kepemilik:an BMD

Pasal 164

Pengamanan dokumen kepemilikan BMD dilakukan untuk
menjaga fisik dan informasi yang terkandung di dalamnya
sehingga terhindar dari kemungkinan kerusakan,
kehancuran, atau kehilangan.

Pasal 165

(1) Petugas penyimpan melakukan pega.manan dokumen
kepemilikan BMD dengan cara preventif dan kuratif.

(2) Pengamanan dokumen kepemilikan E|MD dengan cara
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preventif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan:

a. pengendalian hama;

b. reproduksi dokumen;

c. penyimpanan pada tempat yang am.rn dari pencurian

dokumen; dan
d. perencanaan menghadapi bencana.

(3) Pengamanan dokumen kepemilikan BMD dengan cara

kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui perbaikan dengan memperhatikan keutuhan

informasi yang terkandung dalam dokumen

kepemilikan BMD.

Paragraf 8

Peminjaman Dokumen Kepemilikrm BMD

Pasal 166

Peminjaman dokumen kepemilikan BMD dapat dilakukan
dengan cara:
a. meminjamkan fisik dokumen kepemililkan BMD kepada

peminjam; atau
b. memperlihatkan informasi yang te:rkandung dalam

dokumen kepemilikan BMD kepada penrinjam.

Pasal 167

(1) Dokumen kepemilikan BMD datrrat dipinjamkan
untuk tujuan:
a. pengelolaan BMD;

b. perpajakan;

c. pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal
pemerintah atau auditor; dan

d. penyelidikan atau penyidikan oleh aparat yang
berwenang; dan/atau proses acara di pengadilan oleh

Pengelola Barang dan/ atau Penggu:na Barang/Kuasa
Pengguna Barang.

(2) Peminjaman dokumen kepemilikan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) dapat dilakukan oleh Pejabat
Penyimpan setelah mendapat persetujr.ran dari Pengelola

Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa PengESuna Barang.

Pasal 168

(1) Peminjam dilarang:
a. mengubah isi dan bentuk;
b. memberitahukan kepada pihak yang tidak berhak;
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c. meminjamkan kembali;

d. mengagunkan;

e. memindah tangankan;

f. menjadikan sebagai objek perikatan; dan/atau
g. melakukan hal selain tujuan dari peminjaman

dokumen kepemilikan BMD.

(2) Peminjam bertangung jawab penuh untr.rk:

a. menjaga, mengamankan, dan memelihara dokumen

kepemilikan BMD yang dipinjam; dart

b. menanggung segala akibat hukum yang teq'adi dari
penggunaan dokumen kepemilikan BMD yang

dipinjam.
(3) Peminjam wajib mengembalikan dokumen kepemilikan

BMD pada saat berakhirnya jangka waltu peminjaman.

Pasal 169

Peminjaman dokumen kepemilikan BMD tlilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:
a. peminjaman dokumen kepemilikan BIvID dengan cara

meminjamkan fisik dokumen:
1. calon peminjam mengajukan permohr:nan peminjaman

secara tertulis kepada Pengelola Barang/ Pengguna

Barang/ Kuasa Pengguna Barang bersrngkutan;
2. Pengelola barang/ Pengguna Barang7'Kuasa Pengguna

Barang meneliti permohonan tersebut; dan
3. dalam hal permohonan disetujui maka:

a) untuk BMD pada Pengelola Barang yang dokumen
kepemilikannya disimpan di Pengekrla Barang:

1) Pengelola Barang memerintahkan Pejabat
Penyimpan untuk meminjamkan dokumen
kepemilikan BMD tersebut; dan

2) Pejabat Penyimpan menr:rbitkan bukti
peminjaman yang ditandatangani oleh Pejabat
Penyimpan dan peminjam;

b) untuk BMD pada pengguna barang yang dokumen
kepemilikannya:
1) disimpan di Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang:

a. Pengguna Barang/Kuasa l,engguna Barang
memerintahkan Pejabat Penyimpan untuk
meminjamkan dokumen kepemilikan BMD
tersebut; dan
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b. Pejabat Penyimpan men.erbitkan bukti
peminjaman yang telah ditandatangani oleh

Pejabat Penyimpan dan pemir:jam.

2) disimpan di pengelola barang:

a. Pengguna barang menyampai.kan permohonan

kepada Pengelola Barang untuk meminjamkan
dokumen kepemilikan BMD ter:sebut;

b. setelah permohonan ter,sebut disetujui
Pengelola Barang memerirttahkan Pejabat

Penyimpan untuk menyerahkan dokumen
kepemilikan BMD tersebut l<epada Pengguna

Barang yang dituangkan dalanr BAST; dan

c. setelah Pengguna Barang rnenerima barang

dokumen kepemilikan BMD tersebut, Pengguna

Barang minjamkan dokumen l<epemillikan BMD

tersebut kepada peminjam de:egan menerbitkan

bukti peminjaman yang ditandatangani oleh

Pengguna Barang/pejabat yemg ditunjuk dan
peminjam.

b. peminjaman dokumen kepemilikan B,MD dengan cara

memperlihatkan informasi:
1. calon peminjam mengajukan permohonan peminjaman

secara tertulis kepada Pengelola Barang/ Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk diteliti perihal
permohonan peminjaman tersebut;

2. dalam hal permohonan dapat disetuju.i:
a) untuk BMD pada Pengelola Barang yang dokumen

kepemilikannya disimpan di Pengelola Barang,
Pengelola Barang memerintahkan I'ejabat Penyimpan

untuk memperlihatkan informasi yang terdapat pada

dokumen kepemilikan BMD tersebuit; dan
b) untuk BMD pada Pengguna Barang yang dokumen

kepemilikannya disimpan di Penggu.na Barang/Kuasa
Pengguna Barang memerintahkan Srejabat penyimpan
untuk memperlihatkan informasi yang terdapat pada
dokumen kepemilikan BMD tersebut;

3. disimpan di pengelola barang;
a. Pengguna Barang menyampail,:an permohonan

kepada Pengelola Barang agar informasi yang
terdapat pada dokumen kepemilil:an BMD tersebut
dapat diperlihatkan kepada calon peminjam; dan

b. setelah permohonan tersebut disetujui, Pengelola

80



Barang memerintahkan Pejabat Penyimpan untuk
memperlihatkan informasi yang terdapat pada

dokumen kepemilikan BMD tersebut kepada

peminjam.

bukti peminjaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat:
1. nomor dan tanggal dokumen izirr peminjaman;

2. tujuan peminjaman;

3. jangka waktu peminjaman;

4. identitas peminjam; dan
5. rincian dokumen kepemilikian BMD yang

dipinjamkan.

Pasal 170

(1) Jangka waktu peminjaman secara fisik dokumen
kepemilikan BMD dapat diberikan paling lama 30 (tiga

puluh) hari kalender sejak dokumen l<epemilikan BMD
diserahkan kepada peminjam.

(2) Jangka waktu peminjaman sebagaimana diimaksud pada

ayat (1) dapat diperpanjang:
a. dengan mempertimbangkan tujuan peminjaman dan

kondisi geogralis; dan
b. setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola

Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa l)engguna Barang
yang memberikan persetujuan pemin jaman.

Pasal 171

Dalam hal tidak dilakukan perpanjangzur jangka waktu
peminjaman dan peminjam belum mengembalikan dokumen
kepemilikan BMD, pejabat penyimpan :nengoordinasikan
upaya pengembalian dokumen kepemilikan BMD.

Paragraf 9
Penggandaan Dokumen

Pasal 172

(l) Dokumen kepemilikan BMD dapat digandakan untuk
tujuan:
a. pengelolaan BMD;
b. perpajakan;

c. pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal
pemerintah atau auditor;

d. penyelidikan atau penyidikan oleh aparat yang
berwenang; dan/atau

c
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e. proses beracara di pengadilan oleh Pengelola

Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pe::rgguna Barang'

(2) Penggandaan dokumen kepemilikan BMD sebagaimana

di maksud pada ayat (1) dapat dilakuLkan oleh Pejabat

Penyimpan setelah mendapat perse'iujuan Pengelola

Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 173

Penggandaan dokumen kepemilikan BMD rlilakukan dengan

menempuh tahapan berikut:
a. pemohon penggandaan mengajukan permohonan

penggandaan secara tertulis keloada Pengelola

Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

bersangkutan;
b.Pengelola Barang/Pengguna Barang/I(uasa Pengguna

Barang meneliti permohonan tersebut; dan

c. dalam hal permohonan dapat disetujui:
1. untuk BMD pada Pengelola BaranSl yang dokumen

kepemilikannya disimpan di Pengelola Barang,

Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penyimpan

untuk menggandakan dokumen kr:pemilikan BMD

bersangkutan dan memberikan hasil penggandaan

tersebut kepada pemohon penggandaan; dan
2. untuk BMD pada Pengguna Baranl; yang dokumen

kepemilikannya:
a) disimpan di Pengguna Barang/l(uasa Pengguna

Barang, Pengguna Barang/ Kuasa l)engguna Barang
memerintahkan pejabat penvimpan untuk
menggandakan dokumen kepemilikan BMD
bersangkutan dan memberikan hasil penggandaan

tersebut kepada pemohon penggand,aan; dan
b) disimpan di pengelola barang:

1) Pengguna Barang menyampaikan permohonan
pemohon penggandaan tersebut kepada pengelola
Barang, disertai dengan perlimbangan dari
Pengguna Barang atas permohor:Lan penggandaan
tersebut; dan

2) dalam hal permohonan tersebut dapat terpenuhi,
Pengelola Barang memerintahkan pejabat
penyimpan untuk menggandakan dokumen
kepemilikan BMD bersangkutan dan memberikan
hasil penggandaan tersebut kepada pemohon
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penggandaan

Pasal 174

Untuk keperluan penyimpanan dokumen !:epemilikan BMD

petugas penyimpan dapat menggandakan dokumen

kepemilikan BMD atas persetujuan Pejabat Penyimpan.

Pasal 175

(1) Dalam ha1 dokumen kepemilikan EiMD digandakan

untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172

ayat (1) Pejabat Penyimpan me:rerbitkan bukti
penggandaan yang ditandatangani oleh Pejabat

Penyimpan dan pihak yang menerima hasil

penggandaan.

(2) Bukti penggandaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat:

a. nomor dan tanggal dokumen iain penggandaan;

b. tujuan penggandaan;

c. identitas penerima penggandaan; dan

d. rincian dokumen kepemilikan BMD yang digandakan.

(3) Dalam hal diperlukan hasil penggandaan dokumen

kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilegalisasi oleh pejabat pr:nyimpan untuk
menerangkan kesesuaian dokumen h,asil penggandaan

dengan asli dokumen kepemilikan BMD yarrg disimpan

oleh Pejabat Penyimpan.

(4) Segala akibat hukum yang te4'adi dari penggunaan hasil
penggandaan dokumen kepemilikan E,MD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya rnenjadi tanggung
j awab penerima penggandaan.

Paragraf 10

Penggantian Dokumen Kepemilikan BMD

Pasal 176

(1) Penggantian atas dokumen kepemil:ikan BMD wajib
dilakukan dalam hal dokumen kepemilikan BMD hilang
atau mengalami kerusakan yang mengakibatkan
hilangnya informasi pada dokumen kepemilikan BMD.

(2) Pengurusan penggantian atas doku.men kepemilikaa
BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pejabat Penyimpan dan/atau petugas penyimpan.
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(3) Dalam melakukan pengurusan p't:nggantian atas

dokumen kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Pejabat Penyimpan dan/atau petugas

penyimpan dapat berkoordinasi dt:ngan Pengelola

Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang.

(4) Biaya penggantian atas dokumen kepemilikan BMD

dibebankan pada pihak yang karena kesalahan atau

kelalaiannya mengakibatkan kehilangar atau kerusakan

dokumen kepemilikan BMD.

(5) Dalam hal tidak terdapat kesalahan atrru kelalaian yang

mengakibatkan kehilangan atau kemsakan dokumen

kepemilikan BMD, biaya penggantian dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 11

Pengecekan Dokumen Kepemilikan BMD

Pasal L77

(1) Petugas penyimpan melakukan pengecekan dokumen

kepemilikan BMD paling sedikit 1 (szrtu) kali dalam I
(satu) tahun.

(2) Pengecekan dokumen kepemilikan BMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan den6gan cara:

a. mencocokkan antara daftar dokuraen kepemilikan
BMD dengan fisik kepemilikan BMD; dan

b. meneliti kelengkapan dokumen kepernilikan BMD.
(3) Hasil pengecekan dokumen dituangl:an dalam berita

acara pengecekan dokumen kepemi.Likan BMD yang
ditandatangani oleh petugas penyimp,al dan disetujui
pejabat penyimpan.

(4) Pejabat penyimpan menyusun dan. menyampaikan
laporan hasil pengecekan dengan dilarnpiri berita acara
pengecekan dokumen kepemilikan BMD kepada
Pengelola Barang atau Pengguna Barang paling lama 2

(dua) bulan setelah berakhirnya penger:ekan.

Paragraf 12

Pengembalian Dokumen Kepemilil<an BMD

Pasal 178

(1) Pengembalian dokumen kepemilikan BMD dilakukan
berdasarkan:
a. permohonan tertulis dari Pengguna Barang kepada

84



Pengelola Barang atau pejabat yang ditunjuk;

dan / atau
b. perintah Pengelola Barang.

(2) Pengembalian dokumen kepemilikan BMD dilakukan

oleh pejabat penyimpan kePada:

a. Pengelola Barang pejabat yang diturrjuk, untuk BMD

yang berada pada pengelola barang; atau

b. Pengguna Barang atau pejabat yang, ditunjuk, untuk
BMD yang berada pada Pengguna Berang.

(3) Permohonan tertulis dari Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:

a. persetujuan:

1. pemindahtanganan; atau
2. alih status penggunaan, untuk BMD selain tanah

dan/ atau bangunan; atau
b. Peralihan kepemilikan kepada pihak selain Pengguna

Barang sebagai akibat dari:
1. adanya putusan pengadilan yang t:elah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan tidak eLda upaya hukum
lainnya; atau

2. ketentuan peraturan perundang-u;:rdangan.

Pasal 179

(1) Pengembalian dokumen kepemilikan BMD dituangkan
dalam berita acara pengembalian dokurmen kepemilikan
BMD yang ditandatangani oleh:

a. pejabat penyimpan yang menyerahkan dokumen
kepemilikan BMD; dan

b. Pengelola Barang/Pengguna Barang atau pejabat yang
ditunjuk untuk menerima dokurnen kepemilikan
BMD.

(2) Berita acara pengembalian dokumen .<epemilikan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. tanggal dan waktu serah tr:rima dokumen

kepemilikan BMD;

b. identitas pejabat yang menyerahkan dokumen
kepemilikan BMD;

c. identitas Pengelola Barang/ Penggu na Barang atau
pejabat yang ditunjuk untuk menerima dokumen
kepemilikan BMD;

d. keterangan mengenai dasar pengernbalian dokumen
kepemilikan BMD;
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e. jumlah dan rincian dokumen kepernilikan BMD yang

diserahkan; dan
f. sifat otentisitas dokumen, yaitu asli, duplikat, atau

fotocopy.

BAB XII
TATA CARA PENGAMANAN DAN PEMELTHARAAN BMD

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 180

Prosedur Kerja Pengamanan BMD diuraikan sebagai

berikut:
a. Perangkat Daerah melaksanakan. pengamanan

adminstratif dengan melaksanakan pencatatan

pemasangan label terhadap BMD, pengamanan lisik
dengan pemagaran dan pemasangan papan tanda
kepemilikan tanah dan bangunan serta tindakan hukum
dengan melakukan musyawarah untuk penyelesaian atas
BMD yang bermasalah dengan pihak lain;

b. BKAD atau perangkat daerah yang melaksanakan tugas
pokok dan fungsi dibidang Aset Daerah selaku Pembantu

Pengelola BMD melakukan koordinasi clengan Perangkat

Daerah terhadap pelaksanaan pengamanan administratif,
pengamanan fisik dan tindakan hukum yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
c. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian atas BMD yang

bermasalah dengan pihak lain tidak ditemukan kata
mufakat, Perangkat Daerah berkoordina.si dengan Bagian
Hukum dalam upaya perdata, pidana, maupun tata
usaha negara, selanjutnya dilakukan penerapan hukum
melalui tindakan represif/pengambilalihan, penyegelan,
penyitaan secara paksa yang dilakukan r:leh Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakarar:r bersama Bagian
Hukum dibantu Pembantu Pengelola Balang.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 181

(1) Pemeliharaan BMD berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan BMD.
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(2) Daftar kebutuhan pemeliharaan BNID sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) merupakan bagian dari daftar
kebutuhan BMD.

Pasal 182

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil

Pemeliharaan Barang yang berada dalam
kewenangannya.

(2) Kuasa Pengguna Barang melaporkan hrlsil pemeliharaan

baralg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan
penelitian secara berkala setiap onarn bulan/per
semester.

(3) Pengguna Barang atau pejabat yang rlitunjuk meneliti
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang

dilakukan dalam I (satu) Tahun Anggaran.

(4) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun
pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nrerupakan bahan
untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi
pemeliharaan barang milik daerah.

(5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan terhadap:
a. anggaran belanja dan realisasi belarLja pemeliharaan;

dan

b. target kine{a dan realisasi target kine{a
pemeliharaan.

(6) Pengguna Barang melaporkan/menyeLmpaikan Daftar
Hasil Pemeliharaan Barang tersebut l<epada Pengelola
Barang secara berkala.

Pasal 183

(1) Dalam rangka tertib pemeliharaan s:tiap jenis BMD
dilakukan pencatatan kartu pemelihruaan/perawatan
yang dilakukan oleh Pengurus Barang/ Pengurus Barang
Pembantu.

(2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) memuat:
a. narna barang;

b. spesifikasinya;
c. tanggal pemeliharaan;
d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
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e. barang atau bahan yang dipergunakan;

f. biaya pemeliharaan;
g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan

h. hal lain yang diperlukan.

BAB XIII
TATA CARA PEMINDAHTANGANA.N BMD

Pasal 184

Prosedur Kerja Pemindahtanganan BMD cliuraikan sebagai

berikut:
a. pengurus Barang Pengguna di Perane,kat Daerah/Unit

Kerja membuat daftar yang akan dipindahtangankan
sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan BMD;

b. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja. menyampaikan

daftar barang yang akan dipindahtangankan kepada

Pembantu Pengelola Barang pada BI(AD atau perangkat

daerah yang melaksanakan tugas pokck dan fungsi di
bidang Aset Daerah;

c. pembantu Pengelola Barang pada BI(AD atau perangkat

daerah yang melaksanakan tugas pokck dan fungsi di
bidang Aset Daerah merekapitulasi daftar barang yang

akan dipindahtangankan dari seluruh P,erangkat Deerah;
d. pembantu Pengelola Barang pada BKAI) atau perangkat

daerah yang melaksanakan fungsi pokok dan fungsi di
bidang Aset Daerah mengelompokkan trarang yang akan
dipindahtangankan berdasarkan bentuk
pemindahtanganannya (dijual, tukar menukar, hibah
atau dijadikan sebagai penyertaan rrLodal Pemerintah
Daerah);

e. daftar barang yang telah dikelompoH<an berdasarkan
bentuk pemindahtanganannya disampaikan kepada
Sekretaris Daerah untuk dimohonkan persetujuan
pemindahtanganannya kepada Bupati;

f. apabila pemindahtanganan berupa tanah dan/ atau
bangunan maka Bupati meminta persetujuan DPRD

untuk pemindahtanganannya;
g. DPRD membuat surat persetujuan pe ,mindahtanganan

dan menyampaikannya kepada Bupati;
h. Bupati mengeluarkan surat persetujuan

pemindahtanganan;

i. surat persetujuan pemindahtanganan dari DPRD dan
Bupati disampaikan kepada Sekretaris f)aerah;
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j. Sekretaris Daerah mengatur pelaksanaan

pemindahtanganan BMD; dan

k. pengaturan pemindahtangan BMD disampaikan kepada

Pembantu Pengelola Barang pada BKAI) atau perangkat

daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di

bidang Aset Daerah, dan Pembantu I)engelola Barang

pada BKAD melaksanakan pemindahtan ganan BMD.

BAB XIV

TATA CARA HIBAH BMD

Bagian Kesatu

Hibah BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 185

(1) Pelaksanaan hibah BMD yang berada pada Pengelola

Barang dilakukan berdasarkan :

a. inisiatif Bupati/; atau
b. permohonan dari pihak yang dapat rnenerima hibah.

(2) Pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga

keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga
pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan
akta pendirian, anggaran dasar/rurnah tangga, atau
pernyataan tertulis dari instansi teknis yang
berkompeten bahwa lembaga yang bersangkutan
adalah sebagai lembaga dimaksud dan bersifat non
komersial;

b. pemerintah pusat;

c. pemerintah daerah lainnya;
d. pemerintah lembang;
e. peror€rngan atau masyarakat yang terkena bencana

alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

f. pihak lain sesuai dengan keterrtuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 186

(1) Pelaksanaan hibah BMD pada Pengelola Barang yang
didasarkan pada inisiatif Bupati sebageLimana dimaksud
Pasal dalam 185 huruf a, diawali dengan pembentukan
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Tim oleh Bupati untuk melakukan peneiitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.
(3) Penelitian data administratif sebagai mana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk rneneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, koc,e barang, kode

register, narna barang, nilai perolehan, dan

peruntukan, untuk data BMD berup,a tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, lua.s, kode barang,

kode register, narna barang, nilai perolehan, nilai
buku, dan status kepemilikan u.ntuk data BMD

berupa bangunan;
c. tahun perolehan, spesiftkasi/identilas teknis, bukti

kepemilikan, kode barang, kode register, nama

barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah
untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau
bangunan; dan

d. data calon penerima hibah.
(a) Dalam melakukan penelitian terha,lap data calon

penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada
instansi yang berwenang dan berkornpeten mengenai

kesesuaian data calon penerima hibah.
(5) Penelitian fisik sebagaimana dimakstrd pada ayat (21

huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD
yang akan dihibahkan dengan data administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

ayat (41 dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara
penelitian.

(7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada
Bupati untuk menetapkan BMD menjadi objek hibah.

(8) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hibah dapat
dilaksanakan, Bupati melalui PengeloleL Barang meminta
surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada
calon penerima hibah.
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Pasal 187

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

hibah kepada Bupati.
(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD,

Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan

persetujuan Hibah kePada DPRD.

(3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati

sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Bupati

menetapkan keputusan pelaksanaan hi.bah, yang paling

sedikit memuat:
a. data penerima hibah;

b. objek hibah;
c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang

dapat dilakukan penyusutan, untuk talah dan/ atau

bangunan;
d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang

dapat dilakukan penyusutan, untlrk selain tanah
dan/ atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

Pasal 188

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3), Bupati
dan pihak penerima hibah menandretangani naskah
hibah.

(2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
c. tujuan dan peruntukan hibah;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban

kepada pihak penerima hibah; dan
f. penyelesaian perselisihan.

(3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, Pengelola Barang melakukan s,erah terima BMD
kepada penerima hibah yang dituangl<an dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST).

(4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang
mengajukan usulan penghapusan BMD yang
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telah dihibahkan.

Pasal 189

(1) Pelaksanaan hibah BMD pada Pengel,cla Barang yang

didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat

menerima hibah sebagaimana dimakstud dalam Pasal

185, huruf b, diawali dengan penyamprrian permohonan

oleh pihak pemohon kepada Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:
a. data pemohon;

b. alasan permohonan;

c. peruntukan hibah;
d. jenis/spesifikasi/nama BMD yang dirrohonkan untuk

dihibahkan;
e. jumlah/luas/volume BMD yang di Inohonkan untuk

dihibahkan;
f. lokasi/ data teknis; dan
g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 190

(1) Berdasarkan permohonan sebagainrana dimaksud
dalam Pasal 189 ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk
melakukan penelitian.

(2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah

terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada

inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186

sampai dengan Pasal 188 berlaku nrutatis mutandis
terhadap ta:tz- cara penelitian sampai dengan
pelaksanaan serah terima pada pelaksemaan hibah yang
didasarkan pada permohonan pihak pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189.

(3) Apabila permohonan hibah tidak clisetujui, Bupati
melalui Pengelola Barang memberitahukan secara

tertulis kepada pihak yang mengajul<an permohonan
hibah, disertai dengan alasannya.

Bagtan Kedua
Pelaksanaan Hibah BMD Pada Penggr.rna Barang

Pasal 191

(1) Pelaksanaan hibah BMD pada Penggun a Barang diawali
dengan pembentukan Tim Internal pada Perangkat
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Daerah oleh Pengguna B:rang untuk
melakukan penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.
(3) Penelitian data administratif sebagai mana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk rneneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi

termasuk lokasi tanah, luas, kod.e barang, kode

register, nama barang, nilai perolehan, dan

peruntukan, untuk data BMD berupre tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, lua.s, kode barang,

kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai
buku, dan status kepemilikan ur:ttuk data BMD

berupa bangunan;
c. tahun perolehan, spesifikasi/identira.s telmis, bukti

kepemilikan, kode barang, kode register, narna

barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah
untuk data BMD berupa selain tanah dan/ atau
bangunan; dan

d. data calon penerima Hibah.
(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksu d pada ayat {21

huruf b dilakukan dengan cara mencoookkan fisik BMD
yang akan dihibahkan dengan da.ta administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian
dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna
Barang.

(6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan
permohonan hibah kepada Pengelol.a Barang yang
memuat:
a. data calon penerima hibah;
b. alasan untuk menghibahkan;
c. data dan dokumen atas tanah dan/arau bangunan;
d. peruntukan hibah;
e. tahun perolehan;

f. status dan bukti kepemilikan;
g. nilai perolehan;

h.jenis/spesifikasi BMD yang dimohonkan untuk
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dihibahkan; dan

i. lokasi.
(7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) disertai dengan s,urat pernyataan

kesediaan menerima hibah.

Pasal 192

Tata cara penelitian BMD yang akan dihibahkan yang

berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 186 berlaku mutatis mutandis terhadap tata
cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh

Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 191.

Pasal 193

(1) Pengelola Barang mengajukan permob.onan persetujuan
hibah kepada Bupati.

(2) Dalam hal hibah memerlukan pe rsetujuan DPRD,
Bupati terlebih dahulu mengajul,:an permohonan
persetujuan hibah kepada DPRD.

(3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati
menetapkan pelaksanaan hibah, ya:ng paling sedikit
memuat:
a. penerima hibah;
b. objek hibah;
c. nilai perolehan dan nilai buku terh;rdap barang yang

dapat dilakukan penyusutan, untul< tanah dan/atau
bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhrrdap barang yang
dapat dilakukan penyusutan, unl:uk selain tanah
dan/atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.
(4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati

melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan
kepada Pengguna Barang yang mengajukan
permohonan disertai dengan alasannyeL.

(5) Berdasarkan penetapan pelakrsanaan Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang
dan pihak penerima hibah menandatangani
naskah hibah.

(6) Naskah hibah sebagaimana dimakstrd pada ayat (5)

memuat paling sedikit:
a. identitas para pihak;
b. jenis dan nilai barang yang dilakuka:r hibah;
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c. tujuan dan peruntukan hibah;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban

kepada pihak penerima hibah; dan
f. penyelesaian perselisihan.

(7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah terima BMD
kepada penerima hibah yang dituang3kan dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST).

(8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang
mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah
dihibahkan.

Pasal 194

Pelaksanaan hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan

dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undanga:r.

BAB XV

TATA CARA PEI{YERTAAN MODAL BMD

Bagian Kesatu

Penyertaan Modal Pemerintah DaerzLh Atas BMD

Pada Pengelola Barang

Pasal 195

(1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan
menugaskan:
a. penilai untuk tanah dan/atau bangunan yang akan

dijadikan objek penyertaan modal;
b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat

melibatkan penilai, untuk selain tanah dan/ atau
bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan
modal.

(2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada
Bupati.

(3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian
terhadap:
a. hasil analisis kelayakan investasj yang dilakukan

sesuai dengan ketentua.n peraturan
perundang-undangan;

b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, bukti :kepemilikan, kode
barang, kode register, narna barang, dan nilai
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perolehan atau nilai buku; dan

c. kesesuaian tujuan penyertaan rrLodal pemerintah

daerah.
(4) Tim melakukan kajian bersama dengem calon penerima

penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau

Perangkat Daerah terkait, yang dituangkan dalam

dokumen hasil kajian.
(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), penyertaan modal pemerintah

daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima

penyertaan modal pemerintah daereLh menyampaikan

surat pernyataan kesediaan ment:rima penyertaan

modal pemerintah daerah yang berasal dari BMD.

(6) Tim menyampaikan dokumen hasil krejian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan

menerima penyertaan modal pe:merintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) l<epada Bupati.

Pasal 196

(l) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bupati.

(2) Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah

memerlukan persetujuan DPRD, Bup,ati terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.

(3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( I ) tidak disetujui oleh Bupati atau permohonan

tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2),, Bupati melalui Pengelola Barang
memberitahukan pada calon penerima penyertaan
modal disertai dengan alasan.

(4) Apabila permohonan penyertaan tnodal Pemerintah
Daerah atas BMD disetujui oleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau disr:tujui oleh DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2ll, Bupati
menetapkan keputusan atas BMD ya:rg akan disertakan
sebagai penyertaan modal.

(5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan
Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah
dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

(6) Rancangan Peraturan Daerah tentan€i penyertaan modal
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan
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pembahasan bersama dan selanjtLtnya ditetapkan

sebagai Peraturan Daerah tentang Pen5rgrtat' modal'

Pasal 197

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah sebagaLmana dimaksud

dalam Pasal 196 ayat (6), Pengelola Barang

melaksanakan penyertaan modal pt:merintah daerah

berpedoman pada Keputusan Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 196 aYat (4).

(2) Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang

melakukan serah terima dengan perterima Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah yang dituan gkan dalam Berita

Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 198

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2), Pengelola Barang

mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan
penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB XVI

TATA CARA PEMUSNAHAN BMD

Pasal 199

Prosedur Kerja Pemusanahan BMD rliuraikan sebagai

berikut:
a. Pengurus Barang Pengguna di PerarLgkat Daerah/Unit

menginventarisir BMD yang akan diusulkan untuk
dimusnahkan dan dihapuskan;

b. Pengurus Barang Pengguna di Perangkat Daerah/Unit
membuat daftar barang yang akan diusulkan untuk
dimusnahkan dan dihapuskan kepadei Kepala Perangkat
Daerah;

c. Kepala Perangkat Daerah/Unit Xeq'a mengajukan
permohonan Pemusnahan dan Pernghapusan BMD
kepada Pembantu Pengelola Barang pada BKAD atau
perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan
fungsi di bidang Aset Daerah;

d. selanjutnya Pengelola Barang menugaskan Pembantu
Pengelola Barang pada BKAD atau perangkat daerah
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yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang

Aset Daerah merekapitulasi usulan Pemusnahan dan

Penghapusan dari seluruh Perangkat Daerah/Unit Ke{a
dan menyampaikan kepada Bupal:i cq. Sekretaris

Daerah;

e. Sekretaris Daerah membentuk Tim Pemusnahan dan

Penghapusan BMD yang ditertapkan dengan

Keputusan Bupati;
f. Sekretaris Daerah menyampaikan Surat Keputusan Tim

Pemusnahan dan Penghapusan BMD beserta rekapitulasi
usulan barang yang akan dimusnahkan dan dihapuskan
kepada Tim Pemusnahan dan Penghapusan BMD;

g. Tim Pemusnahan dan Penghapusan BMD melakukan
pemeriksaan terhadap seluruh barar.g yang diusulkan
untuk dimusnahkan dan dihapuskan;

h. Tim Pemusnahan dan Penghapusan BMD membuat
Berita Acara Hasil Pemeriksaan l3MD yang akan
dimusnahkan dan dihapuskan;

i. Tim Pemusnahan dan Penghapusan BMD membuat
Daftar BMD yang memenuhi syarat urrtuk dimusnahkan
dan dihapuskan;

j. Tim Pemusnahan dan Penghapusan BIyID menyampaikan
Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta daftar barang
yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan dan
dihapuskan kepada Sekretaris Daerah;

k. Sekretaris Daerah selaku Pengelola. BMD membuat
usulan penetapan pemusnahan dan penghapusan BMD
dan menyampaikannya kepada Bupati:

1. Bupati membuat Keputusan Penetapan Pemusnahan dan
Penghapusan BMD;

m. Kepetusan Penetapan Pemusnahan dan Penghapusan
BMD disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk
selanjutnya disampaikan kepada Pembantu Pengelola
BMD pada BKAD atau perangkat daerah yang
melaksanakan tugas pokok dan fung;si di bidang Aset
Daerah dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan

n. Tim Pemusnahan dan Penghapusan melakukan kegiatan
pemusnahan dan penghapusan dan lremusanahan atas
BMD dengan cara dibakar/dihancurkan/ditimbun/
ditenggelamkan disertai Berita Acara Pemusnahan dan
Penghapusan disertai dengan dokumer:Ltasinya.
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Prosedur
berikut:

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN ]3MD

Pasal 200

Kerja Penghapusan BMD diuraikan sebagai

a. Pengurus Barang Pengguna di Perantgkat Daerah/Unit
menginventarisir BMD yang akan diusulkan untuk
dihapuskan;

b. Pengurus Barang Pengguna di Perangkat Daerah/Unit
membuat daftar barang yang akan diusulkan untuk
dimusnahkan dan dihapuskan kepada kepala
Perangkat Daerah;

c. Kepala Perangkat Daerah/Unit mengaj ukan permohonan
Penghapusan BMD kepada Pembantu Pengelola Barang
pada BKAD atau perangkat daerah yeLng melaksanakan
tugas pokok dan fungsi di bidang Aset Daerah;

d. Selanjutnya Pengelola Barang menugaskan Pembantu
Pengelola Barang pada BKAD atau perangkat daerah
yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang
Aset Daerah merekapitulasi usulan Penghapusan dari
seluruh Perangkat Daerahr/Unit dam menyampaikan
kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah;

e. Sekretaris Daerah membentuk Tim Fenghapusan BMD
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

f. Sekretaris Daerah menyampaikan Surat Keputusan Tim
Penghapusan BMD beserta rekapitukrsi usulan barang
yang akan dihapuskan kepada Tim PerLghapusan BMD;

g. Tim Penghapusan BMD melakukan pemeriksaan
terhadap seluruh barang yang diusulkan untuk
dihapuskan;

h. Tim Penghapusan BMD membuat Eierita Acara Hasil
Pemeriksaan BMD yang akan dihapuslan;

i. Tim Penghapusan BMD membuat Daftar Barang Milik
Daerah yang memenuhi syarat untuk rlihapuskan;

j. Tim Penghapusan BMD menyampaikan Berita Acara
Pemeriksaan Barang beserta daftar barang yang
memenuhi syarat untuk dimusnahkan dan dihapuskan
kepada Sekretaris Daerah;

k. Sekretaris Daerah selaku PengelolzL BMD membuat
usulan penetapan penghapusan barang milik daerah dan
menyampaikannya kepada Bupati ;

l. Bupati membuat Keputusan Penetapan Penghapusan
BMD;
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m. Keputusan Penetapan Penghapusan BMD disampaikan

kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya

disampaikan kepada Pembantu Pengelola BMD pada

BKAD atau perangkat daerah yang melaksanakan tugas

pokok dan fungsi di bidang Aset Da.erah dan Kepala

Perangkat Daerah/ Unit.

BAB XVIII
TATA CARA PENATAUSAHAAI\: BMD

Pasal 201

Mekanisme dan prosedur kerja pen€ttausahaan BMD

diuraikan sebagai berikut:
a. PPTK/ Pej abat Penerima Barang menyampaikan data dan

informasi atas barang yang diterimanya kepada
Pengurus Barang;

b. Pengurus Barang menerima barang dari PPTK/ Pejabat

Penerima Barang serta memberikan kode dan identitas
atas barang yang telah diterimanya;

c. Pengurus Barang mengadministrasikan dalam Buku
Inventaris, Buku Induk lnventaris, Kartu Inventaris
Barang (KIB) serta Kartu lnventaris Rtrangan (KIR) yang

sesuai;
d. hasil Pencatatan Pengurus Barang dalam KIB

disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan
secara periodik untuk dibandin5lkan/direkonsiliasi
dengan hasil pencatatan dari {ungsi akuntansi
Perangkat Daerah;

e. hasil rekonsiliasi antara KIB dengan pencatatan fungsi
akuntansi dipergunakan untuk memperbaiki KIB yang
diadministrasikan oleh Pengurus Barang;

f. terhadap BMD yang sudah usang, nrsak berat, sudah
diserahkan kepada Pihak Ketiga darr tidak diketahui
keberadaannya, Pengurus Barang mengusulkan
penghapusannya kepada Bupati melalui Pembantu
Pengelola Barang;

g. tatacara penghapusan BMD diatur dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) tersendiri;

h. KIB yang sudah akurat dan diverifikasi oleh Kepala
Perangkat Daerah disampaikan kepada Pembantu
Pengelola Baran tugas pokok dan fungsi di bidang Aset
Daerah untuk dilakukan kompilasi;

i. Pengurus Barang menyusun La.poran Barang Pengguna

Semesteran (LBPS), l,aporan Barang F'engguna Tahunan
(LBFrD, Laporan Mutasi Barang, Daftrlr Mutasi Barang,
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dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang; dan

j. berdasarkan KIB yang disampaikan oleh Perangkat

Daerah, Pembantu Pengelola Barang melakukan

rekapitulasi serta melakukan Rekonsiliasi dengan Bidang

Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD

dalam rangka sinkronisasi data bararLg daerah dengan

data aset tetap yang diselenggaral<an oleh fungsi

akuntansi dalam rangka menfusun Laporan

Keuangan Daerah.

BAB XIX
TATA CARA PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN BMD

PasJ2O2

Mekanisme dan Prosedur Kerja PembirLaan, Pengawasan

dan Pengendalian BMD diuraikan sebagai berikut:

a. Pengelola Barang senantiasa melakukan Pembinaan

kepada Pembantu Pengelola Barang, .Pengguna Barang,

Kuasa Pengguna Barang dan PengurtLs Barang melalui

kegiatan Bimbingan Teknis tentang Pen gelolaan BMD;

b. Pengguna Barang melakukan pemantauan dan

penerliban terhadap pengguna€rn., pemanfaatan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan

pengamanan BMD yang berada dibawah penguasaannya;

c. Pengguna Barang dan Kuasa Penggu,na Barang dapat

meminta aparat pengawas fungsional dalam hal ini
Inspektorat untuk melakukan tinrlak lanjut hasil

pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada

huruf b;

d. Pengguna Barang dan Kuasa Fengguna Barang

menindaklanjuti hasil audit sesuai rlengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. Pengelola Barang berwenang untuk melakukan
pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan

penggunaan, pemanfaatan dan pemirrdahtangan BMD,

dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan BMD, Pengelola. Barang dapat
meminta melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan,

pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD; dan
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f. hasil audit disampaikan kepada Pengelolzr Barang.

BAI} XX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 203

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengarL penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Uta::a.

Ditetapkan di Rantepao
t6t 0e9o,\be( zo23

UTARA,

Diundangkan di Rantepao
pada tanggaf tO Desovnt*c Loz3

S DAERAH
TORAJA UTARA,
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